BAB IV
ANALISISHUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP ZINA LAJANG

DALAM PASAL 483 RKUHP 2012

A. Diskursus Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUMRR
merupakan konsep KUHP terbaru dari sekian konsey yArumuskan
mulai tahun 1964. Keinginan untuk melakukan pemérarKUHP yang
merupakan warisan hukum kolonial Belanda tidak dedari pelbagai
aspek permasalahan yang dihadapi bangsa Indoedsag dengan hukum
pidana, di antaranya KUHP sudah ketinggalan zaroatmpded, tidak
sesuai dengan realitas masyarakanréal), dan tidak berpijak pada
keadilan gnjus).

Selain itu, sebagai warisan kolonial Belanda, KUMR/S) dinilai
sudah tidak relevan dengan nilai-nilai hukum triagial dan agama yang
menjadi kearifan lokal I¢cal wisdom masyarakat Indonesia. Hal ini
menurut penulis merupakan penyimpangan filofosiunukyang harus
segera diobati dengan cara melakukan reformasi p¢mobaruan agar
sesuai dengan falsafah, nilai, dan norma masyatakanesia sehingga
tidak semakin memperparah kondisi masyarakat yammgharapkan
hukum sebagai salah satu pilar kesejahteraarlfgre statg dan
perlindungan masyarakatqcial defence

Kondisi demikian oleh Kongres PBBJijited Nation}¥ dinyatakan

sebagai faktor yang juga memberi kontribusi meratigka kejahatan
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(dalam laporan kongres ke-V, hal. 38 disebutkanwas a contributing
factor to the increase of crii. Bahkan dinyatakan, bahwa kebijakan
pembangunan (termasuk kebijakan di bidang pembamgbhokum) yang
mengabaikan nilai-nilai moral dan kultural, antée masih diambilnya
atau diberlakukannya hukum asing warisan zamamiadldapat menjadi
faktor kriminogen. Pernyataan terungkap dari lapd&angres PBB ke-VI,
hal 42, yang antara lain menyatakan:
- “... development was not criminogenic per se, but cbeltbme such
if it was ... disregarded cultural and moral vallies
- “... the importation of foreign cultural patterns whictiid not
harmonize with the indigenous culture had a cringiewic effect
Bertolak dari keadaan demikian, kongres menghimiaaar
dilakukan ‘pemikiran kembali terhadap keseluruhan kebijakamiral”
(“to rethink the whole of criminal polity termasuk di bidang kebijakan
hukum pidana. “Pemikiran atau peninjauan kembad&tabti menuntut
dilakukannya “re-evaluasi, review, reorientasi, reformasi atau
reformulasi”. Ini berarti, diperlukan upaya-upayatuk melakukan

“penggalian hukui®

! Department of Economic and Social Affairs Uniteatidns, Fifth United Nations
Congress on the Prevention of Crime and the Treatroé Offenders: Geneva, 1-12 September
1975 New York: 1976, hal. 38.

2 Department of Economic and Social Affairs Unitedtins, Sixth United Nations
Congress on the Prevention of Crime and the Treatroé Offenders: Caracas, Venezuela, 25
August-5September 1980ew York: 1981, hal. 42.

% Barda Nawawi AriefBunga Rampai Kebijakan Hukum PidarBandung: PT Citra
Aditya Bakti, 2005, hal. 299.

*Ibid., hal. 299-300.
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Hal yang menarik dari kecenderungan internasionalam
mengupayakan “pemikiran kembali” dan “penggaliankum” dalam
rangka memantapkan strategi penanggulangan kefahatag integral
adalah himbauan untuk melakukan “pendekatan yamgribetasi pada
nilai” (“value-oriented approach baik nilai-nilai kemanusiaan maupun
nilai-nilai identitas budaya dan nilai-nilai mordetagamaan. Jadi, terlihat
himbauan untuk melakukapéndekatan humariis* pendekatan kultural
dan ‘pendekatan religids yang diintegrasikan ke dalam pendekatan
rasional yang berorientasi pada kebijakapolicy-oriented approach.
Dengan mengemukakan hal-hal di atas ingin ditekabligdowa penggalian
hukum agama dan hukum tradisional merupakan haj yaajar dan
bahkan dapat dikatakan merupakan “tuntutan zamidhtisusnya bagi
bangsa Indonesia, hal itu jelas merupakibeban nasiondldan bahkan
merupakan Kewajiban dan tantangan nasiofi&arena telah diamanatkan
dan direkomendasikan dalam pelbagai perundang-gadadan seminar-
seminar nasional selama ini. Masalahnya adalahirbaga menggali,
mentransformasikan dan mengaktualisasikan nilai-hilkum tradisional
(hukum adat) dan nilai-nilai hukum agama sehingggatl diterima
menjadi norma-norma yang terintegrasi dalam sistekum nasiona.

Melihat latar belakang tersebut, reformasi hukuwmapa—dalam
hal ini revisi KUHP—harus segera dilaksanakan daahkan sebagai

peraturan perundang-undangan supaya landasan hytame berlaku

® Ibid., hal. 300-301.
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sesuai dengan karakter dan falsafah masyarakahésao Menurut Barda
Nawawi Arief, reformasi sering diartikan secara singkat sebagai
pembaruan. Apabila maknanya direnungi lebih daleefgrmasi bukan
sekadar melakukan pembaruan atau perubahan, te¢mgiandung makna
peningkatan kualitas yang lebih baik, karetoa reform mengandung
maknato make betteecome bettecchange for the betteataureturn to
a former good state

Dengan demikian, reformasi sistem peradilan atastersi
penegakan hukummengandung makngembaruan sistem peradilan
menuju kualitas yang lebih badtau secara singkgeningkatan kualitas
sistem penegakan hukum. Adapun upaya atau bentukpdmbaruan
menuju kualitas yang lebih baik itu bermacam-macamara lain dengan
melakukan reorientasi (penyesuaian atau peninj&earbali), reevaluasi
(penilaian kembali), reformulasi (perumusan kembatestrukturisasi
(penataan kembali), dan rekonstruksi (pembanguaarbéli).

Oleh karena itu, dalam rangka melakukan pembaruaskurh
pidana secara holistik, setidaknya ada beberapar sigem hukum yang
harus diperhatikan. Adapun unsur-unsur sistem huktensebut

sebagaimana dijelaskan Friedman dafamerican Law(1984Y, meliputi:

® Bardanawawi.wordpress.comPembaharuan Sistem Penegakan Hukum dengan
Pendekatan Religius dalam Konteks Siskumnas dan gkBamas
http://bardanawawi.wordpress.com/2009/12/23/pemamasistem-penegakan-hukum-dengan-
pendekatan-religius-dalam-konteks-siskumnas-dagthannas/, diakses 18 November 2013, jam
22.41 WIB.

" Lawrence M. FriedmanAmerican Law: an Introductign(London: W.W. Norton &
Company, 1984), hal. 6.
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1. Substansi hukunidgal substange

Substansi hukum diartikan sebagai norma atau sajuml
peraturan dalam peraturan perundang-undangan. @gbshukum
dapat dipahami sebagai materi hukum yang digunaldem sistem
peradilan pidana, baik hukum pidana materiil, hulkpichana formil,
dan hukum pelaksanaan pidana. Substansi hukum bilearya
terdapat dalam aturan-aturan atau norma-norma dglamaturan
perundang-undangafa( boogR, tetapi juga hukum yang hidup dalam
masyarakat(living law). Dalam hal ini, RKUHP 2012 merupakan
bagian dari pembaruan substansi hukiega] substance refornyang
diharapkan dapat menjadi landasan hukum berdasddakter dan
falsafah masyarakat Indonesia.

2. Struktur hukumlégal structuré

Tanpa adanya struktur hukum, substansi hukum tialedkn
berjalan dengan baik karena pada dasarnya pondasisdbstansi
hukum terletak pada struktur hukum. Seperangkabatatau hukum
dapat berjalan baik apabila ada penegakan hukasm gnforcement
Sedangkan berjalan atau tidaknya penegakan hukdetate pada
penegak hukum yang disebut sebagai struktur hulSiraktur hukum
meliputi badan eksekutif, legislatif dan yudikatiérmasuk lembaga-
lembaga terkait seperti Kepolisian, Kejaksaan, Bditgn, Komisi
Yudisial, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sepalbagai

lembaga penegakan hukum lainnya.
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Pada dasarnya struktur hukum merupakan lembagaatapa
penegak hukum, institusional beserta mekanisme edwal dan
administrasinya. Pentingnya penegakan hukum yangillkedampak
langsung terhadap kualitas hidup seseorang—baiiidud maupun
masyarakat secara menyeluruh—ditekankan dalamde of Conduct
for Law Enforcement Officialgang diterima oleh Majelis Umum PBB
dalam Resolusi 34/169, 17 Desember £9yang berbunyi: Mindful
that the nature of the functions of law enforcemanthe defense of
public order and the manner in which those fundi@me exercised
have a direct impact on the quality of life of widuals as well as of
society as a wholé

3. Budaya hukumlégal culturg

Budaya hukum yang tumbuh dalam masyarakat merupakan
perwujudan dari tatanan nilai yang merupakan dagakan dalam
berbangsa dan bernegara. Pengertian budaya hu&gai ¢ulture—
seperti dinyatakan Romli Atmasasmita—adalah sikap gerilaku
masyarakat menurut hukum dalam kehidupan seharf-Haengan
demikian, budaya hukum dapat dipahami sebagai-miiki filosofi

hukum, nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyatakarutama

8 Www.un.org, Code of Conduct for Law Enforcement Officials,

http://www.un.org/disarmament/convarms/ATTPrepCoatigyround%20documents/CodeofCon
ductforlawEnfOfficials-E.pdf, diakses 19 Novembé3, jam 12.52 WIB.

° Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian HukuktA# RI, Budaya Hukum
di Tengah Perubahan
http://bphntv.bphn.go.id/index.php?option=com_cat&iew=article&id=112:eksistensi-
penyuluhan-hukum-dalam-rekonstruksi-budaya-hukunti€ie&:forum&Iltemid=167, diakses 19
November 2013, jam 07.21 WIB.
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mengenai kesadaran hukum dari pelaku sosial. Sisigtam dapat
bekerja dengan baik dalam masyarakat apabila adsngtu nilai,
sikap, dan kesadaran hukum yang memberikan pemah&nsang

bekerjanya sistem hukum tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis memahami bakuidP
warisan kolonial Belanda sebagai “substansi hukberbenturan dengan
“budaya hukum” yang berlaku dalam masyarakat Indi@neSubstansi
hukum pidana yang mengatur segala perilaku hukumusia Indonesia
bertentangan dengan budaya masyarakat yang seyarusenjadi
landasan utama dalam setiap mengambil keputusammhukkibat dari
perbenturan antara substansi hukum dan budaya hulamg sangat
mencolok ini, maka sistem hukum di Indonesia meargaketimpangan,
ketidaksesuaian, bahkan bisa dikatakan “abnormal”.

Apabila hal tersebut dibiarkan berlarut-larut, sgbaana
disinggung dalanfifth United Nations Congress on the Prevention of
Crime and the Treatment of Offenddfd976), keadaan yang demikian
menjadi faktor pemicu terjadinya kejahatan. Melitzdir belakang yang
demikian, pembaruan KUHP menjadi agenda yang merpadritas
utama untuk menciptakan sistem hukum nasional yaagan dan sesuai
dengan watak kepribadian budaya hukum masyaratahésia. Demikian
pula kebijakan kriminalisasi zina lajang dalam RKRJIZ012 merupakan
langkah pembaruan hukum pidana yang sesuai denganbé&dian,

karakter, falsafah, watak dan budaya masyarakanksla.
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B. Aspek Kriminalisasi Pasal 483 RKUHP 2012 yang Mengatur Zina
Lajang
1. Pengertian Kriminalisas

Kriminalisasi diartikan sebagai proses penetaparatusu
perbuatan seseorang sebagai perbuatan yang dpjolndi. Proses ini
diakhiri dengan terbentuknya undang-undang di njaevduatan itu
diancam dengan suatu sanksi yang berupa pifana.

Kriminalisasi juga dapat dilihat dari perspektiflani yang
berarti perubahan nilai yang menyebabkan sejum&buatan yang
sebelumnya merupakan perbuatan yang tidak tereeldidiak dituntut
pidana, berubah menjadi perbuatan yang dipandangldaedan perlu
dipidana*

Soetandyo Wignjosoebroto berpendapat bahwa krimsasil
adalah pernyataan bahwa perbuatan tertentu harikidsebagai
perbuatan pidana yang merupakan hasil dari suatumpangan
normatif judgment$ di mana wujud akhirnya adalah suatu keputusan
(decision$.*?

Menurut Teguh Prasetyo, kriminalisasi adalah prosegtapan

suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana tetak diatur

1% SudartoKapita Selekta Hukum PidanéBandung: Alumni, 1986), hal. 31.

' Rusli Effendi dkk, “Masalah Kriminalisasi dan Deékinalisasi dalam Rangka
Pembaruan Hukum Nasional” dalam BPHS8imposium Pembaruan Hukum Pidana Nasional
Indonesia (Jakarta: Binacipta, 1986), hal. 64-65.

Soetandyo Wignjosoebroto, Ktiminalisasi dan Dekriminalisasi: Apa yang
Dibicarakan Sosiologi Hukum tentang Hal Initlisampaikan dalam Seminar Kriminalisasi dan
Dekriminalisasi dalam Pembaruan Hukum Pidana Insian&akultas Hukum Ull Yogyakarta, 15
Juli 1993.
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dalam hukum pidana, karena perkembangan masyarat,idian
menjadi tindak pidana atau dimuat ke dalam hukudamm, artinya
tahap akhir proses kriminalisasi adalah pembenthkénm pidand®

Sedangkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KB8BI)
memberikan definisi kriminalisasi dengan ejaan -tkiina-li-sa-si”
dalam terma hukum yang berarti proses yang merhpétan perilaku
yang semula tidak dianggap sebagai peristiwa pidatapi kemudian
digolongkan sebagai peristiwa pidana oleh masyaraka

Berbeda dengan pendapat Paul Cornill dalam cerayagbada
kongres PBB ke-IV tahun 1970 mengefaevention of Crime and
Treatment of Offenderdentang Criminality and Deviance in a
Changing World#*®, kriminalisasi bukan semata-mata perbuatan yang
semula dianggap bukan tindak pidana kemudian demggebagai
tindak pidana, tetapi juga penambahan atau peniaglsanksi pidana
terhadap tindak pidana yang sudah ada.

Sudarto dalam bukuny&apita Selekta Hukum Pidand981:
113-114) mendefinisikan kebijakan kriminari(ninal policy) sebagai

berikut;

1) dalam arti sempijtialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi

dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yamgé pidana;

hal. 32.

3 Teguh PrasetyoKriminalisasi dalam Hukum PidanaBandung: Nusa Media, 2010,

4 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus versinendalam jaringan,

Kriminalisasi http://kbbi.web.id/kriminalisasi, diakses 19 Navger 2013, jam 11.40 WIB.

15 Salman Luthan,Asas dan Kriteria Kriminalisasi Jurnal Hukum Fakultas Hukum Ul

Yogyakarta, XVI, No 1, (Januari, 2009), hal. 2.
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2) dalam arti luas kriminalisasi adalah keseluruhan fungsi dari
aparatur penegak hukum, termasuk di dalamnya car@ klari
pengadilan dan polisi;

3) dalam arti paling luas—diambil Sudarto dengan mengutip pendapat
Jorgen Jepsen—kriminalisasi adalah keseluruhanjakaini yang
dilakukan melalui perundang-undangan dan badanAbadami
yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma serdeal
masyarakat.

Barda Nawawi Arief secara singkat menggunakan atstil
kriminalisasi sebagai kebijakan penyusunan delikkd®ari pelbagai
pendapat tersebut, penulis menarik pemahaman b&hmnalisasi
adalah upaya untuk memasukkan tindakan atau pearbugang
dianggap mengancam tatanan kehidupan masyarakatdakem
peraturan perundang-undangan sebagai delik yang pendapatkan
sanksi pidana. Adapun tujuan akhir dari kriminaisamenurut
penulis—adalah untuk menciptakan sistem hukum yaagan dalam
rangka membentuk tatanan masyarakat yang lebihhtsega dan
bermoral.

Sementara itu, terkait dengan masalah sentral diédompakan
kriminal yang menggunakan sarana penal (hukum pjdadalah
masalah penentuan dua hal, ydftu:

1) perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindakajda

16 Barda Nawawi AriefKebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatiemgan
Pidana PenjaraSemarang: Universitas Diponegoro, 2000, hal. 35.
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2) sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenk&pada si
pelanggar.

Adapun mengenai poin pertama, Sudarto mengemukakan
bahwa dalam menghadapi masalah sentral pada pdenzedi atas
yang sering disebut masalah kriminalisasi haruertigtikan hal-hal
sebagai berikut’

1) penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan
pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyaraftét dan
makmur yang merata, baik secara materiil maupurritisdi
berdasarkan Pancasila; sehubungan dengan ini rpakgdunaan)
hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahadan
mengadakan peneguhan terhadap tindakan penanganlaibg
sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarak

2) Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditéanypi
dengan hukum pidana harus merupakan “perbuatan Yidag
dikehendaki”, yaitu perbuatan yang mendatangkanudian
(materiil dan atau spiritual) atas warga masyarakat

3) Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkasip
“biaya dan hasil” ¢ost benefit principle

4) Penggunaan atau kemampuan daya kerja dari badan-padegak
hukum, vyaitu jangan sampai ada kelampauan bebarms tug

(overbelastiny

" SudartoHukum dan Hukum Pidan8andung: Alumni, 1977, hal. 44.
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Adapun terkait dengan sumber bahan yang akan digona
sebagai landasan kebijakan kriminalisasi harussdidan pada hal-hal
sebagai berikut®
1) masukan pelbagai penemuan ilmiah;

2) masukan dari pelbagai hasil penelitian dan pengkamengenai
perkembangan delik-delik khusus dalam masyarakain da
perkembangan iptek;

3) masukan dari pengkajian dan pengamatan bentukioeseuta
dimensi baru kejahatan dalam pertemuan/kongreshagsnal;

4) masukan dari konvensi internasional;

5) masukan dari pengkajian perbandingan pelbagai Kakiliy.

Melihat pelbagai hal tersebut di atas, Barda NawAwef
mengutarakan bahwa kebijakan atau upaya penangguiddejahatan
pada hakikatnya merupakan bagian integral dari aig@erlindungan
masyarakat gocial defenge dan upaya mencapai kesejahteraan
masyarakatgocial welfarg. Dapat dikatakan bahwa tujuan utama dari
politik kriminal adalah bagaimana kriminalisasi ideebuah tindakan
atau perilaku yang dianggap tercela dan perlu dimadtersebut dapat
mencapai kesejahteraan masyarakabengan demikian, kebijakan
kriminal sebagai salah satu bentuk upaya pembanu&om pidana

diharapkan mampu mengakomodasi kepentingan masyarak

8 Teguh Prasetyap.cit, hal. 41-42.
9 Barda Nawawi Ariefpp.cit, hal. 2.
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2. Kebijakan Kriminal Zina L ajang dalam Pasal 483 RKUHP 2012
a. Urgens Kriminalisasi ZinaLajang

Delik perzinahan pada hakikatnya termasuk salah datik
kesusilaan yang erat hubungannya dengan nilai-kéésucian dari
lembaga perkawinan. Jadi, masalah sentralnya bbkakisar pada
masalah apakah perzinahan itu delik aduan ataunbukalainkan
masalah sentralnya harus menukik pada masalah mpgerdadan
konsep nilai masyarakat mengenai nilai-nilai kdaasi dan kesucian
dari lembaga perkawinan itu sendfti.

Lebih lanjut, Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa
pandangan “Barat” yang individualistik-liberalistiknak-hak dan
kebebasan individu—termasuk di bidang hukum sekatzal moral—
sangat menonjol dan dijunjung tinggi. Sepanjanguhgbn seksual
atau moral tersebut bersifat individual, bebas t@empa paksaan, hal
demikian dipandang wajar dan tidak tercela. Oleterka itu, wajar
perzinahan dan lembaga perkawinan dipandang sprigatli.

Barda Nawawi Arief menilai bahwa dalam masyarakatgy
memiliki pandangan dan struktur sosial-budaya yabersifat
kekeluargaan dan kolektivistik, problematika zinandlembaga
perkawinan bukan semata-mata masalah pribadi daisoglan
kebebasan individual, melainkan terkait pula dengaai-nilai dan

kepentingan masyarakat luas, minimal kepentinganuakga,

20 |pid., hal. 254.
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kepentingan kaum dan kepentingan lingkungan. Huirsgau proses
perkawinan bukan semata-mata perjanjian antaravithdi yang
bersangkutan, tetapi juga terkait dengan hubungdelikargaan dan
kekerabatan kedua belah pihak, bahkan juga lingkung

Salah satu alasan Barda Nawawi Arief menekankatinggya
kriminalisasi terhadap perbuatan zina—baik zmshsanmaupun zina
ghairu muhsan-karena perbuatan tersebut dengan jelas melanggar
kesucian perkawinan, padahal nilai kesusilaan natiNKN) yang
ingin ditegakkan melalui Undang-Undang Perkawindalah bahwa
hubungan seksual itu hendaknya dilakukan melalunbbga
perkawinan, bukan di luar lembaga perkawinan. Pagu@an moral
bangsa yang menjadi tujuan kebijakan sossdci@l policy dan
sepatutnya juga diperhatikan dalam setiap kebij&kiamnal (criminal
policy) adalah moral yang bertolak dari budaya bangsa rdaral
keagamaan, bukan yang bertolak dari paham “kebelraseal”.

Itu artinya memberikan peluang besar terjadiny@yesian zina
sama halnya dengan memberikan peluang terhadapitusuburnya
dunia pelacuran. Ini sesuai dengan hukum ekonaemakin banyak
permintaan maka semakin banyak penawaran. Semakir sisaha
pelacuran, berarti semakin besar peluang menyebgteayakit kotor
(antara lain AIDS). Dengan demikian—menurut Bardavisiwi Arief,
terlalu sederhana melihat perzinahan atau hubusghksual dengan

dasar suka sama suka sebagai masalah yang sabgdi.gPerzinahan
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dan hubungan seksual memang bersifat pribadi,itdeappak moral,
dampak psikologis, dampak kriminogen dan dampailalkys negatif.

Dengan demikian, perzinahan jelas bukan masaldiadiriagi, tetapi
sudah menyangkut kepentingan umum. Salah satu daknipainogen

lainnya adalah perbuatan main hakim sendiri selaghat sampingan
tidak terselesaikannya masalah atau akibat yangutichari perbuatan
zina.

Dalam pelbagai kesempatan secara terpisah meBlnga
Rampai Kebijakan Hukum Pidan@005), penulis menemukan latar
belakang substantif mengenai kriminalisasi perbuaima menurut
Barda Nawawi Arief, yaitu perbuatan zina dipandasgbagai
perbuatan tercela yang bertentangan dengan perkeaasilaan atau
moral masyarakat. Belum lagi ragam persoalan yangshditanggung
oleh kedua belah pihak jika terjadi perselisihangyéidak akan bisa
selesai tanpa adanya hukum yang mengatur, mis&lsss perbuatan
zina di mana pihak wanita hamil atas tindakan t@maebut dan laki-
laki tidak bersedia menikahi atau ada halangankumienikah menurut
undang-undang.

Oleh karena itu—menurut penulis—pelbagai macam
problematika yang disebabkan oleh perbuatan zinabikap tidak
dilakukan kriminalisasi bukan saja melukai rasaahdan kesusilaan
masyarakat, tetapi juga menyebabkan bermacam fikjahatan lain

yang berdampak lebih masif daripada sekadar pearsoalina.
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Akibatnya, tatanan sosial masyarakat akan tergasgfingga sistem
hukum yang diharapkan menjadi pelindusgdial defensedan pilar

kesejahteraan masyarakst¢ial welfarg tidak berfungsi dengan baik.

b. Kebijakan Kriminal Zina Lajang dalam Perspektif Hukum
Positif

Dalam laman Chirpstory.com yang berjudul “pasal-pasal
kesusilaan dalam RKUHP, khususnya soal zina danplurkebo”
yang merangkum hasil diskusi hukum sesi #MelekHukmelalui
akun Twitter @Kklinikhukurft, Muladi sebagai salah satu tim perumus
RKUHP 2012 mengatakan bahwa pasal-pasal kesusilzam
dimasukkan dalam RKUHP melihat dampak banyaknyaaj&rjang
hamil di luar nikah. Dengan konsep KUHP yang sekgrberlaku,
delik zina hanya bisa dikenakan kepada pasangam salah satu atau
keduanya sudah menikah.

Wawancara yang diselenggarakan Radio Austfalipakar
hukum pidana Universitas Islam Indonesia (Ull) Makiz sebagai
salah seorang tim perumus draf revisi KUHP menjapabsoalan
kriminalisasi zina lajang. Ketika diajukan sejumigbertanyaan
mengenai seruan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBBJ tidak

menghendaki terjadinya kriminalisasi terhadap patdou zina lajang,

2L Chirpstory.com, Pasal-pasal kesusilaan dalam RUU KUHP oleh @klinkdm
http://chirpstory.com/i/64495, diakses 23 Novemp@t3, jam 11.30 WIB.

2 Radio Australia,Mengatur Perzinahan: Keseimbangan Perlindungan viudi dan
Komunitas http://www.radioaustralia.net.au/indonesian/rastairhighlights/mengatur-
perzinahan-keseimbangan-perlindungan-individu-damtknitas/1100496, diakses 24 November
2013, jam 07.45 WIB.



75

Mudzakir menilai bahwa masing-masing negara memiiilai budaya
yang berbeda-beda, sehingga tidak bisa disamakejadeailai budaya
seluruh negara di dunia. Mengingat negara Indonesimiliki nilai-
nilai tertentu di mana masyarakat menolak perbugmzinahan—
termasuk perzinahan di kalangan lajang—maka ketil@nyusun
RKUHP yang mengatur perzinahan tersebut, tim saaatcoba untuk
menelusuri pikiran-pikiran masyarakat.

Tentu sebelum merumuskan zina lajang sebagai siediki
tim perumus sudah melakukan penelusuran riset Idagai pelosok
tanah air dengan mengambil beberapa wilayah tertelasin juga
praktek yang terjadi dalam masyarakat. Berdasarismt tersebut—
sebagaimana dikatakan Mudzakir—pada dasarnya naksyar
menolak terhadap perbuatan perzinahan. Oleh katengerbuatan
zina oleh tim perumus diformulasikan sedemikianarugehingga
menjadikan perbuatan zina dilarang dalam hukumngidéermasuk
kualifikasi larangan tersebut di dalam bab terkamgan perlindungan
terhadap perkawinan. Hal demikian berarti masydrdkdonesia
menilai bahwa institusi perkawinan merupakan iastityang agung
dan suci, sehingga dalam rangka melindungi instipegkawinan
tersebut dilarang untuk melakukan hubungan sekbuar nikah.

Deputi Direktur Pengembangan Sumber Daya Hak Asasi
Manusia (PSDHAM) Lembaga Studi dan Advokasi Maskaira

(ELSAM) Zainal Abidin membantah pernyataan Mudzakehwa
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kriminalisasi zina lajang merupakan upaya melakukaformasi

hukum pidana Indonesia dengan pengaturan baru gahgrusnya
menyesuaikan perkembangan masyarakat. Menurutrya, pasal-
pasal yang tidak cocok diterapkan. Dengan demikianerurut Zainal

Abidin—memasukkan zina lajang sebagai delik dinikebagai

tindakan “over-kriminalisasi” di mana banyak regilgang sebetulnya
tidak perlu diatur, tetapi kemudian dikriminalisasi

Pasal zina dan perbuatan cabul dalam beberapa uklaus
pasalnya merupakan lanjutan dari apa yang ada da&miP
sekarang, tetapi juga menambahkan sejumlah hal yeewurutnya
masih kontroversial di masyarakat terkait dengaki-l&ki dan
perempuan yang masing-masing tidak terikat dengakaginan yang
sah melakukan persetubuhan yang kemudian itu dikkasudalam
kategori zina dan perbuatan cabul, apalagi diandengan pidana
penjara 5 (lima) tahun.

Terkait dengan pernyataan Mudzakir yang menyatdlenwa
sebenarnya jiwa dari RKUHP mencerminkan norma-n@usda yang
hidup di masyarakat timur seperti Indonesia, Zabidin menilai
bahwa apa yang diklaim sebagai “norma timur” yaaguai dengan
budaya Indonesia juga harus memperhatikan aspiek mkultikultural
di Indonesia dan melihat perkembangan hukum kerdepa

Mengenai pertanyaan apakah kriminalisasi zina d&&uoHP

tersebut bersumber dari hukum Islam yang mempextdygar suatu
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tuduhan perzinahan harus dibuktikan dengan empanhgorsaksi
tepercaya yang melihat pelaku melakukan penetridgidzakir
mengutarakan bahwa RKUHP merupakan substansi huyang
murni diambil dari perspektif hukum nasional, sejga proses
pembuktian dalam suatu tindak pidana apapun dalaku lkedua
RKUHP—termasuk di dalamnya mengenai tindak pidaesugilaan
yang menyangkut persoalan zina—tunduk pada pendukti
sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana.

Mengingat sulitnya proses pembuktian tersebut, maka
perbuatan zina dikualifikasikan sebagai delik ad&®bagai antisipasi
apabila delik aduan kemudian dikhawatirkan banyagurthkan
sebagai sarana untuk menyebarkan fithah—dalam kahadeeilmuan
hukum pidana Islam dikenal dengan istitEdzaf—maka tim perumus
RKUHP menyediakan pasal tersendiri khusus untukigheim zina.

Meskipun demikian, Mudzakir menekankan bahwa RKUHP
harus didekati dengan pendekatan sistem hukum redsisehingga
delik zina disebutkan dengan redaksi “dalam ikgrkawinan atau di
luar ikatan perkawinan.” Artinya, hukum berusaha tukn
mempertahankan nilai-nilai dalam konteks nilai p&rian. Apabila
ada undang-undang perkawinan, maka hukum pidans maenyertai
dalam rangka mendorong dan mempertahankan undatapgn
perkawinan yang menjadi bagian dari sistem hukumgyada di

Indonesia.
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Hasil riset yang dilakukan Mudzakir dan beberapagerumus
RKUHP menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia masihgenal
arak bugil, yakni seseorang yang tertangkap zinanukkan
ditelanjangi dan diarak bugil untuk dibawa ke RuKtetangga (RT),
Rukun Warga (RW), dan sebagainya. Hal demikian merMudzakir
merupakan perilaku main hakim sendiri yang tidaknnszawi. Oleh
karena itu, negara harus memberikan fasilitas agasyarakat
Indonesia tidak melakukan tindakan arak bugil tdapapelaku zina
lajang. Hal ini wajar dilakukan masyarakat mengiriggak ada pasal
yang mengatur soal zina lajang. Apalagi reaksi dvagil selain
dibawa ke RT dan RW, juga dipaksa untuk menikahngga hal
demikian juga bertentangan dengan hukum. Oleh kaian ada
ketentuan pasal yang mengatur tentang pihak ketga tercemar,
sesungguhnya untuk mengharmonisasi nilai-nilai yamup dalam
kelompok masyarakat dan nilai-nilai yang semestigfjaga oleh
semua pihak.

Mudzakir memberikan studi kasus bahwa seorang dirigali
melakukan hubungan seksual di Pura (tempat ibadahgoHindu).
Pertanyaannya adalah yang satu pihak melakukanngahuseksual
tidak dilarang dalam KUHP, tetapi orang Bali melkdm tindakan
reaksi dengan memberikan sanksi sosial. Masyam#itatau yang

memiliki tempat ibadah itulah yang dikatakan sebgghak ketiga
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yang tercemar, tidak bisa kemudian orang Jawa yaumgy dari Bali
mengajukan aduan.

Adanya arak bugil menurut Mudzakir merupakan insiika
bahwa masyarakat tidak menghendaki perzinahanagippérbuatan
tersebut dilakukan di lokasi di mana mereka berdddi ada dua hal
terkait dengan arak bugil, yaitu masyarakat menglakinahan dan
masyarakat menolak lokasi mereka dijadikan temeetitha.

Voa Islanf® menilai bahwa perilaku seks bebas di kalangan
pelajar yang semakin marak menjadi salah satu ralasatuk
melakukan kriminalisasi terhadap pelaku zina lajang

Penelitian Survei Kesehatan Reproduksi Remaja keslan
pada 2007 menemukan bahwa perilaku seks bebas bakaatu yang
aneh dalam kehidupan remaja di Indonesia. Kemamtdfiesehatan
pada 2009 pernah merilis perilaku seks bebas rerdaja hasil
penelitian di empat kota, yaitu Jakarta Pusat, Medandung, dan
Surabaya. Hasilnya adalah sebanyak 35,9 persenjaremamiliki
teman yang sudah pernah melakukan hubungan seksb&lium
menikah. Bahkan 6,9 persen responden telah melakbkdungan

seksual sebelum menikah.

% Voa Islam,RUU KUHP: Jerat Hukum Buat Para Jomblo yang Sukaniul Kebo
http://www.voa-islam.com/read/indonesiana/2013/@83675/ruu-kuhp-jerat-hukum-buat-para-
jomblo-yang-suka-kumpul-kebo/#sthash.6YusUWA47.dpiekses 25 November 2013, jam 12.14
WIB.

4 Kebijakan Kesehatan IndonesBKKBN: Seks Bebas Kini Masalah Utama Remaja
Indonesia, http://kebijakankesehatanindonesia.net/componamntént/article/73-berita/1233-
bkkbn-seks-bebas-kini-masalah-utama-remaja-indartesil, diakses 25 November 2013, jam 12.
26 WIB.
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Pakar hukum pidana Universitas Indonesia Ganjas&adana
mengatakan bahwa permasalahan kriminalisasi zjaagadiusulkan
karena mengadobsi nilai yang ada dalam masyaratainjar
menjelaskan, tidak ada agama yang dianut masyargkaig
mengizinkan lajang untuk berzina. *“Hanya sekte yang
memperbolehkan zina, tetapi sekte sendiri dilafakgtanya dalam
diskusi mengupas RKUHP dan RKUHAP di Kementeriarkutho dan
HAM, Selasa, 2 April 201%

Dari pelbagai uraian di atas, penulis memahami kahw
kriminalisasi terhadap lajang yang berzina dilagéakangi oleh
beberapa hal, di antaranya sebagai berikut:

1) zina lajang bertentangan dengan nilai-nilai, norfadsafah, dan
moral kesusilaan yang hidup dalam masyarakat Irelane

2) zina lajang bertentangan dengan semua ajaran agangadianut
dalam masyarakat Indonesia;

3) zina lajang bertentangan dengan kepentingan masaraaik
kepentingan keluarga individu, kepentingan kekedeabakedua
belah pihak (apabila zina muhsan), kepentingarklingan, serta
kepentingan kaum sebagai manusia mulia yang berdmabkal,
dan bermartabat tinggi;

4) zina lajang mencederai kesucian lembaga perkawbalam skala

yang lebih luas, mencederai kesucian lembaga pé&mkawyang

% Tempo.co, Mengapa RUU KUHP Mengatur Perzinahan dan Lajang?

http://www.tempo.co/read/news/2013/04/03/0634708e8ygapa-RUU-KUHP-Mengatur-
Perzinaan-dan-Lajang, diakses 25 November 2013,54rd5 WIB.



5)

6)

7)

8)

81

diatur dan ditetapkan negara dalam skala yang Ielak berarti
menghianati negara sehingga perbuatan tersebut peridapatkan
sanksi pidana;

zina lajang melanggar nilai kesusilaan nasional NINKyang

ditegakkan melalui undang-undang perkawinan di nmtar@ngan
seksual seharusnya dilakukan melalui lembaga pénkayw bukan
di luar perkawinan yang sah oleh hukum;

banyaknya pelajar dan kalangan lajang yang melakbkdungan
seksual di luar pernikahan yang berdampak pada akagg

kalangan lajang yang hamil di luar nikah, sertebagai dampak
lain akibat perzinahan oleh kalangan lajang, sepptselisihan
akibat zina yang dikhawatirkan tidak akan pernaa berselesaikan
tanpa adanya hukum yang mengatur, pengguguran haak

perzinahan, dan pelbagai dampak lain yang merwdakan sosial
masyarakat Indonesia;

menghindari adanya sanksi sosial dari masyarakegsiang atau
menghindari reaksi main hakim sendiri dari masyatraehingga
apabila hal ini terjadi maka negara seldkgal structuretidak

memiliki peran dalam melakukan penegakan hukuninyat peran
negara sebagai penegak hukum menjadi “mandul”;

mencegah secara legal-formal terhadap penyebanlupsayakit

akibat perzinahan, seperti AIDS, sifilis, kencingnah, dan lain

sebagainya.
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3. Analiss Kebijakan Kriminal Zina Lajang dalam Perspektif
Hukum Pidana | slam

Ahmad Rofid® tidak sepakat dengan penggunaan Kkata
“kriminalisasi” dalam konteks hukum pidana Islanaydéna perbuatan
zina memang diklasifikasikan dalam hukum Islam gabaebuah
delik atau tindakan kriminal. Menurut Rofiq, kataifinalisasi” harus
ditempatkan dalam konteks suatu perbuatan yanghagbga bukan
tindakan kriminal, tetapi kemudian dikriminalisagdalam konteks
zina lajang, maka perbuatan tersebut—menurut hukalam—
memang perbuatan kriminal. Hanya saja nilai KUH&hdil dari kode
penal PerancisFfench Penal Codeyang kemudian dibawa Belanda
ke Indonesia sehingga KUHP menganggap hubungaruaelesas
dasar suka sama suka tidak dilarang. Berbeda delsimm yang
memang dari awal memandang hubungan seksual taiapgaikatan
perkawinan dikategorikan sebagai perbuatan zidaktmemandang
apakah itu lajang atau sudah menikah.

Ahmad Rofig berpendapat bahwa larangan zina (Kedmja
kriminal) disebabkan karena Islam memandang pehnaikasebagai
ikatan suci. Selain itu, seks merupakan persoalanyang tidak bisa
diobral sehingga karena kesucian tersebut, makangasm seksual

diatur dalam pernikahan. Dengan demikian, segakuase yang

% Wawancara dengan Prof. Dr. H. Ahmad Rofig, MA, G&esar Hukum Islam IAIN
Walisongo Semarang; Sekretaris Umum Majelis Ulamdohesia (MUI) Jawa Tengah, 21
November 2013, jam. 08.33 WIB.
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berhubungan dengan perbuatan seksual yang tidad balinya
menurut syara’ tetap dilarang.

Salah satu tujuan adanya pernikahan adalah sebagah
untuk menyalurkan kebutuhan biologis. Mengingatnp&han itu
sakral, maka hubungan seksual itu semestinya jimaggap sakral
karena hal tersebut diatur dalam lembaga pernikabbei karena itu,
pernikahan dalam Islam sebetulnya diberikan kelareyy dalam
konteks batasan umur. Misalnya, Siti Aisyah berusi@ujuh) tahun
dinikahi Nabi Muhammad saw yang kemudian barbaiieng’ saat
berusia 9 (sembilan) tahun. Apalagi dalam aturaln dan gabul yang
melakukan ijab adalah orangtua pengantin perempuamn dirinya
sendiri.

llab dalam hal ini menjadi indikasi bahwa persoalan
perkawinan yang menjadi sarana untuk menyalurkéuomgan seksual
melibatkan kepentingan orang lain, bukan sematarkapentingan
pribadi yang bisa diserahkan kepada calon mempg8kiain itu—
menurut penulis—kelonggaran batasan umur dalammisiang
dimaksud Ahmad Rofig tersebut dalam rangka mempéaimu
pernikahan sehingga dengan cara tersebut bisaalddtasebagai salah
satu cara untuk mengantisipasi perzinahan. Berledgan hukum
positif di mana dalam pasal 15 Kompilasi Hukumrslg<HI) tentang

Calon Mempelai dijelaskan sebagai berikut:

" Boyongadalah istilah dalam kosakata bahasa Jawa di oalaan konteks penjelasan
ini dimaksudkan dengan arti “digauli layaknya sugstri.”
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Bagian Kedua
Calon Mempelai

Pasal 15

(1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tanggiawinan hanya
boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapaur
ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 1 TaBu4, yakni
calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahuncdkm istri
sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.

(2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umutaPiin harus
mendapat izin sebagaimana diatur dalam Pasal 6 (Ryaf3), (4),
dan (5) UU No. 1 Tahun 1974.

Melihat maraknya lajang yang berzina—terutama |lgdan
pelajar—yang memiliki usia di bawah 19 tahun dendampak hamil
di luar nikah, maka menurut penulis tidak cukup yleardengan
melakukan reformadegal substancgang diaktualkan dalam tindakan
kriminalisasi terhadap lajang yang berzina kemudiaapat
meminimalisasi tindakan zina. Penulis sepakat dengaanya
reformasilegal substanceerhadap perbuatan zina yang dilakukan
lajang dalam RKUHP 2012 dengan syarat bahwa wilalggal
structure hendaknya juga direformasi untuk disesuaikan deiegal
substancesehingga menghasilkan sistem hukum yang mapargdben
demikian, reformasi hukum yang dilakukan benar-b&oanprehensif-
holistik sehingga tujuan hukum sebagai pilar kdgefaan dan
perlindungan masyarakat benar-benar tercapai.

Dalam berita yang dilansiBindonews.conpada 7 November

2013, perilaku seks bebas di kalangan remaja diofdégo, Jawa

Timur, sangat menghawatirkan. Dalam 10 bulan terakkkitar 200-
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an siswi hamil di luar nikah. Data ini terungkapridaanyaknya
permohonan dispensasi menikah di bawah umur dideidag Agama
(PA) Ponorogo. Para siswi yang sudah hamil mengajydermohonan
agar bisa menikah. Data mengejutkan ini terungkap gumlah
permohonan izin menikah di bawah umur atau diséispensasi nikah
di PA Kabupaten Ponorogo. Dispensasi atau keringanatuk
menikah karena belum cukup umur, yaitu di bawahalt@in untuk
perempuan dan laki-laki di bawah 19 tahun. Untugabmenikah
secara sah dan diakui hukum, harus ada putusan MAg Yy
mengizinkan keduanya menikah. Yang lebih mempnkat lagi,
ternyata mereka yang mengajukan dispensasi sudam deondisi
hamil. Mereka juga kebanyakan berstatus pelajar Sbahkan SMP®

Data aktual di atas bukan dimaksudkan untuk mengledgm
perspektif hukum perdata, tetapi penulis hendak yajé@an fakta
empiris di lapangan sebagai salah satu sampel palam@an zina
lajang bahwa ada beberapa hal yang harus dik&gmitelengan data
tersebut.

Pertama, fenomena zina lajang sudah semakin mexiggiin
memprihatinkan, sehingga cukup beralasan untuk kulkda
kriminalisasi zina oleh lajang. Kedua, pengetahusgks bebas
bersamaan dengan praktik hubungan seksual sudahadip dengan

baik oleh kalangan remaja yang dianggap Kompilagkuth Islam

28

Sindonews.com,  Perilaku seks remaja Ponorogo sudah gawat

http://nasional.sindonews.com/read/2013/11/06/23888/perilaku-seks-remaja-ponorogo-sudah-
gawat, diakses 26 November 2013, jam 22.16 WIB.
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(KHI) belum cukup umur sehingga berimplikasi padarbpatan
hubungan seksual tanpa didahului ikatan perkawisacara sah.
Artinya, batasan usia 16 tahun untuk perempuanl®atahun untuk
laki-laki tampaknya tidak bisa mengakomodasi kebartu sosial
masyarakat yang semakin menggejala terkait dengaloungan
seksual.

Ketiga, pernikahan terhambat oleh kebijakan birskngang
menyulitkan untuk menikah di mana regulasegél substancde
berbenturan dengan realitas masyarakapa culturg. Artinya,
regulasi dan pengadilan selaku penegak hukum bemaendengan
realitas sosial bahwa kalangan lajang semakin tidedendali terkait
dengan perilaku seksual, sementara regulasi dabalgenpernikahan
belum mampu mengakomodasi kebutuhan tersebut. Mepenulis,
Pasal 15 ayat 2 KHI yang mengharuskan calon meingieteawah 21
tahun mendapatkan izin sebagaimana pasal 6 Undadgrg No. 1
Tahun 1974 merupakan bukti adanya “birokratisasfngkahan yang
mempersulit seseorang untuk menikah.

Dengan ulasan tersebut, penulis berpendapat bamiak u
melakukan reformasi RKUHP 2012 sebdggal substance-terutama
kriminalisasi lajang berzina—harus dibarengi dengsfiormasilegal
structure terlebih reformasi tersebut dilandasi dengan (emman
yang sungguh-sungguh terhadagal cultureatau realitas sosial yang

ada dalam masyarakat. Dengan demikian, pemahamag laik
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terhadap hukum pidana materiil tanpa adanya pemamamang baik
terhadap hukum pidana formil, serta pemahaman Yailg terhadap
kebutuhan sosial masyarakat, hal tersebut tentwpakan upaya
pembaruan hukum parsial yang tidak diharapkan.

Menurut Ahmad Rofig, alasan zina dikategorikan geba
perbuatan kriminal karena Islam ingin menjaga Kebg@rtan
keturunan manusia yang merupakan kebutubaaruriyatf® bagi
kehidupan manusia, sehingga apapun bentuk hubusegks harus
melalui pernikahan. Sementara itu, pernikahan disgdemikian rupa
agar tidak boleh memiliki hubungarasat® di mana apabila ditinjau
secara medis dilarang karena memiliki kemungkinaturkinan lahir
dalam kondisi cacat.

Berbeda dengan Abu Hap3inyang lebih sepakat untuk
membedakan terlebih dahulu antara hukum dan moshkelsm
melakukan kriminalisasi terhadap perbuatan zinantpj Pertanyaan
yang timbul kemudian adalah apakah moral itu bigaukidim atau

tidak? Abu Hapsin memberikan contoh sederhana balpakah orang

? Dharuriyah adalah segala sesuatu yang harus ada untuk teg#khjdupan manusia.
Artinya, tanpa segala sesuatu yang dikategorikaaruriyah tersebut, maka eksistensi manusia
akan hilang. Konsep ini diperkenalkan oleh ImamSydtibi (w. 790 H) dalam kitatal-
Muwwafaqat fi Ushul al-Ahkanterletak pada juz Il tentangl-Maqgashid di mana al-Syatibi
memberikan klasifikasi untuk menegakkaragashid al-syari'ahterdiri dari tiga tingkat, yaitu
dharuriyah(dasar atau asashajjiyat (sekunder, apabila kebutuhan manusia tidak tetpenaka
manusia mengalami kesulitan, tidak sampai menganeksistensi manusia), da@ahsiniyah
(tersier, apabila manusia tidak terpenuhi makaktmlean mengancam eksistensi manusia maupun
tidak menyulitkan manusia).

%' Nasab adalah hubungan kekerabatan yang masitasedar

31 Wawancara dengan Drs. Abu Hapsin, Ph.D, DoserafetlsHukum Islam IAIN
Walisongo Semarang; Ketua Pengurus Wilayah NaHdl#ama (PWNU) Jawa Tengah; Wakil
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa TengahN&4ember 2013, jam 21.00 WIB.
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yang tidak shalat bisa dihukum? Sementara shalaimierupakan
persoalan pribadi. Ketika orang melakukan zinagktidda hak orang
lain yang dilanggar. Di sinilah letak perbedaanaemtparadigma
positivisme dan hukum Islam dalam memandang pesbuaina
lajang.

Dalam hukum Islam, perbuatan melanggar moral bsakdm.
Misalnya, orang tidak melaksanakan shalat Jumgat kiali berturut-
turut dan apabila ketahuan polisi moral maka iaendkan sanksi
pidana sosial, kurungan atau denda. Boleh sajanmhakebas
menentukan hukuman kepada setiap orang yang bakamglanggar
hukum, tetapi juga yang melanggar moral. Namun ndataukum
positif, hal demikian tidak bisa dilakukan karenziim menyangkut
persoalan yang dampaknya bersifat publik. Oleh faanéu, hukum
dalam paradigma positivisme seperti lampu laluaBngang mengatur
tertib “lalu lintas hak” supaya hak orang yang sattiu kelompok yang
satu dengan orang atau kelompok yang lain tidakdmduran. Hukum
mengatur orang untuk menahan diri dan tidak mengek#an
kebebasan hak pribadinya, sehingga tidak bertabrakiara klaim hak
yang satu dengan klaim hak yang lain.

Abu Hapsin menjelaskan, seandainya moral itu bisa
dikriminalisasi di sebuah negara yang demokratiggedelndonesia—
maka nilai demokrasi akan rusak karena saat masal dilegislasi,

maka moralitas para penguasa bisa saja menjadinapgmerintah
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melalui pintu legislasi. Pemimpin bisa jadi memukan aturan-aturan
berbasis moral, bukan aturan-aturan yang didasgrada kepentingan
hak. Misalnya, pemimpin suka membaca al-Qur'an rggila ada
aturan bahwa siapa saja yang tidak bisa membaCaurén tidak
boleh menikah. Orang tidak bisa membaca al-Qunekah ada orang
lain yang merasa haknya terampas? Bertolak dairitsikum pidana
harus fokus mengatur lalu lintas “hak” supaya tibaktabrakan antara
hak satu dengan hak yang lain. Harus dipahami ivershahwa
statemen Abu Hapsin wajar jika menyamakan zina aepglanggaran
ibadah lainnya seperti shalat atau membaca al-Quegeena dalam hal
ini ia memandang dari perspektif paradigma hukumaBabukan
hukum pidana Islam.

Menurut Abu Hapsin, alasan paling mendasar yanghgal
substantif terkait dengan kriminalisasi zina adadsiém menilai moral
bisa dilegislasi karena memang hukum Islam sang&ermalistik.
Yang dimaksud paternalistik adalah bersifat “kelbapa yang merasa
harus bertanggung jawab terhadap anak. Jadi, hbleuperan sebagai
“bapak”, sedangkan masyarakat berperan sebagak™asehingga
bapak (hukum) bisa berbuat apa saja terhadap amakyérakat).
Dalam hal ini, masyarakat dianggap sebagai “anakgyharus dididik
melalui hukum.

Oleh karena itu—menurut Abu Hapsin—apabila moraabi

dilegislasikan yang terjadi adalah penghambaanmuideh kekuasaan
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dan hukum menjadi pelayan penguasa. Jika dikadksagan statemen
Mudzakir sebagai salah satu perumus RKUHP 2012 &ahw
kriminalisasi zina lajang diambil dari nilai dan rmbmasyarakat yang
menjadi cermin dan falsafah bangsa, Abu Hapsin ksgpdengan
pernyataan itu. Meskipun demikian, Abu Hapsin mamniggawabhi
bahwa nilai-nilai budaya yang dianut masyarakat usraya
mendasarkan pada moralitas yang sudah menjadirbagia publik
secara merata. Artinya, moral tersebut bukan nyanad) menjadi milik
individu (private morality, tetapi milik publik public morality).

Mengenai apakah zina lajang termasuk moralitasidaliatau
moralitas publik, hal ini tergantung pada tempauatingkungan
sosial. Misalnya, orang lajang melakukan zina tilsaatu tempat kos
dalam masyarakat yang menjunjung tinggi nilai mtas) wajar kalau
warga melaporkan kepada polisi karena pezina somddéinggar moral
yang sudah menjadi milik publik. Namun berbedaKeetperbuatan
zina dilakukan di lingkungan elite perkotaan, hotgbartemen, atau
tempat-tempat di mana masyarakat acuh dan tidakilipdengan
privasi orang lain. Jika permasalahannya demikiterjetak di
manakah moralitas publik yang terganggu oleh keol@eng lajang
yang berhubungan seksual secara diam-diam darukidaksuka sama
suka tanpa mengganggu publik?

Oleh karena itu, Abu Hapsin berpendapat bahwa meral

termasuk zina oleh kalangan lajang—boleh saja rdikalisasikan
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dengan syarat bahwa moral tersebut sudah menjdi#ti pablik. Hal
ini mungkin terdengar aneh di kalangan “Barat” kardukum Barat
tidak mengenal istilah “moralitas publik”. Paradigm“Barat”
menganggap moralitas merupakan masalah individu.

Terkait dengan hubungan antara hukum dan moral,nEma
Sulaeman dalam bukunydelik Perzinahan dalam Pembaharuan
Hukum Pidana di Indonesig2008) menyajikan argumen yang
dikemukakan Patrick Devlin (1977). Menurut Deviperzinahan tidak
semata-mata menjadi masalah privat, tetapi jugajaderurusan
publik. Untuk itu lembaga perkawinan yang mendadambaga
kemasyarakatan, kelangsungannya sangat dipengdaunhiergantung
pada ketaatan pada norma-norma tertentu yang hergab dengan
kesucian atau kemurnian lembaga perkawinan. Lempageawinan
akan terancam jika hanya dengan pertimbangan ohdiviapat
menjustifikasi praktek perzinahan. Masyarakat yaetagian besar
tinggal di negara-negara Kristen mempertimbangkdiwa monogami
itu baik dan menawarkan cara hidup yang baik. (Hakena itu
menurut Devlin, masyarakat kita lebih mengadobsis asonogami
sebagai norma untuk perkawinan. Sebagai konsekuensika kita
telah memilih untuk memelihara kebaikan masyarakataka
perzinahan harus diperlakukan sebagai suatu ancamag dapat
merusak kemapanan masyarakat dan karenanya haébuers

merupakan masalah publik. Devlin beralasan bahwayanakat
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bukanlah sesuatu yang bersatu padu secara fisédpi teiga melalui
ikatan yang non fisik dari pikiran dan perasaangyberlaku umum.
Jika ikatannya kendor maka anggota masyarakakdn gerpisah dan
tercerai berai. Moralitas publik menjadi bagiani deatan itu. Ikatan
tersebut menjadi bagian dari nilai masyardkat.

Ketika standar moral telah mapan dan telah diakeh o
masyarakat sebagai moralitas publik, maka masyaradednak atas
perlindungannya melalui jalur hukum. Jika masyarakalak
mempunyai hak untuk membuat pertimbangan terhadaplphukum
harus menemukan beberapa pertimbangan khusus umeakasuki
wilayah moral (kesusilaarij. Dengan statemen ini Devlin mengakui
bahwa moral dan hukum memiliki dunia yang berbecdsngdn
karakteristiknya masing-masing. Sungguh pun kedaamungkin
mempunyai kosakata yang serupa, seperti “kewajibdafangan”,
“rasa bersalah”, “tugas”, dan lain-lain, tetapi &tasinya menjadi
berbeda. Kewajiban hukum dibedakan dari kewajibaoraim jika
dilihat dari sanksinya. Sanksi hukum berbentukkfigatau material,
sedangkan sanksi moral berbentuk non fisik (immajedika hukum
tidak bisa masuk ke wilayah moral, dasar apakahg ydimiliki

masyarakat untuk berhak memberikan justifiksi?

%2 patrick Devlin,The Enforcement of MoraDxford: Oxford University Press, 1977, hal.
103.

% Ipid., hal. 11.

% Eman SulaemarDelik Perzinahan dalam Pembaharuan Hukum PidaBemarang:
Walisongo Press, 2008, hal. 64.
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Pada dasarnya, Devlin memandang bahwa kebebasamind
harus dimaklumi sejauh tidak merusak integritasasosiak privasi
memang harus dihormati dan dijunjung tinggi, tet@ika dalam
memperoleh dan menikmati hak pribadi tersebut meamggu hak
orang lain, maka ia harus bersiap untuk kehilanigak privasinya.
Hukum tidak bisa bertentangan dengan hak pribadudle jika ada
keluhan masyarakat. Contoh sederhana untuk menmog&in
argumen Devlin adalah sebuah warung internet (Wayaag terletak
di Ruko Grand Ngaliyan Square, Semarang pada 1®Mbegr 2013
terkena sasaran operasi dari Kapolrestabes Sematangempat
pasangan muda-mudi—sebagaimana dilaporkan DetikoemS—
diketahui telah berbuat mesum. Razia tersebut ukiak berdasarkan
informasi dari masyarakat.

Itu artinya, meskipun aktivitas warnet tidak menuggu hak
orang lain, tetapi masyarakat merasa bahwa mamalita terganggu
meskipun aktivitas di warnet samasekali tidak nmgdan hak
masyarakat. Karena itu, penulis sepakat dengaryaamn Devlin jika
pada faktanya hukum bisa bertentangan dengan it@zdpkarena ada
keluhan masyarakat. Kesimpulan yang lebih mengapda
kriminalisasi zina terkait dengan pelaporan madgaregersebut bahwa

moralitas umum yang terjadi dalam masyarakat mendde

% Detiknews.com4 Pasangan Muda-Mudi Terpergok Mesum di Warnety Tisda
Sperma Diamankan http://news.detik.com/read/2013/11/15/232152/598410/4-pasangan-
muda-mudi-terpergok-mesum-di-warnet-tisu-noda-spedimmankan, diakses 28 November
2013, jam. 07.05 WIB.
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pelarangan terhadap perbuatan zina, sehingga ecokodikan alasan
bahwa perbuatan zina sudah dianggap menggangglitasopablik.

Adapun kriminalisasi zinghairu muhsardalam hukum Islam
menurut Abu Hapsin yang selama ini banyak dipahameinyangkut
tentanghifzh an-nasf, yaitu dalam rangka memelihara keturunan agar
jelas alur keturunannya. Namun dalam hal ini, Abaps$in juga
meragukan jika tujuan dipidananya zina berkaitarsatzdn keturunan
mengingat sekarang ini banyak alat kontrasepsi ykapgat mencegah
terjadinya kehamilan yang dapat merudakzh an-nasl misalnya
kondom, pil, dan sebagainya.

Menurut penulis,hifzh an-nasimerupakan salah satu alasan
rasional dari pelbagai tujuan pelarangan terhadsgp tidak terkecuali
zinaghairu muhsanBanyak pengkaji hukum Islam kontemporer yang
meragukan alasamifzh an-naslsebagai alasan kriminalisasi zina
karena hadirnya alat penghalang kehamilan, kemudiareka seolah
menjadi latah dengan pemahaman bahifzn an-nasbukanlah tujuan
pelarangan perbuatan zina. Kalau memang sekad@ikahdrasepsi
seperti kondom dapat menggugurkan alab#mh an-naslsebagai
dasar kriminalisasi zina, kenapa masih banyak kgalanajang yang
hamil di luar nikah yang menimbulkan pelbagai peotdtika baru

yang lebih pelik?

% |mam asy-Syatibi membaghaqgashid al-syari'ahyang termasuk dalam kategori
dharuriyah menjadi 5 (lima), yaitu menjaga aganhdfzh ad-din, menjaga jiwa lifzh an-nafy
menjaga akalhifzh al-‘aql), menjaga keturunarifzh al-nas), dan menjaga harthifzh al-ma).
Magqashid al-syari’ahdapat dipahami sebagai tujuan diturunkannya sstét€pada manusia.
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Data yang dihimpun lamaBindonews.cor(¥ November 2013)
di atas adalah contoh banyaknya remaja yang haimiiad nikah
meskipun saat ini banyak alat kontrasepsi beredimkd-toko umum.
Oleh karena itu, penulis berpendapat bahiifzh an-nasltetap
menjadi salah satu tujuan pelarangan terhadap gemaina.

Di sisi lain, Abu Hapsin sepakat jika alasan peméda zina
lebih banyak dipahami karena adanya indikasi p&arsaerhadap
kehormatandl-‘irdun) daripadahifzh an-nasl Istilah yang digunakan
adalahhifzh al-irdh yaitu menjaga kehormatan. Tetapi kemudian Abu
Hapsin juga mempertanyakan terkait dendafzh al-irdh yakni
kehormatan merupakan “value”. Ketika berbicara swalue” maka
juga berbicara soal moral dan yang harus diperwatddalah “value”
bisa berubah dari waktu ke waktu. Bagaimana jikendainya suatu
saat “value’—yang menyangkut masalah zina lajandaktidianggap
sebagai kehormatan?

Pada kenyataannya—menurut Abu Hapsin—masyarakat
sekarang memiliki pandangan yang berbeda. Anak hasi sekarang
sudah tidak pernah diasingkan seperti zaman dika.dulu anak di
luar nikah dikatakan anak haram dan banyak sanssials yang
dikenakan pelaku, sehingga ketika orang berzinaukiem memiliki
anak maka masyarakat melakukan reaksi dengan camgusir atau
mengasingkan. Dengan kata lain, nilai moral yanglake di

masyarakat Jawa pada waktu itu secara implisitpgedengan nilai-
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nilai ajaran Islam, seperti hukum pengasingan ydikgnakan pelaku
zina lajang. Yang perlu digarisbawahi adalah orgagg memiliki
anak haram tidak akan berani tinggal di desanyankeaapabila mereka
tetap tinggal di desanya, selamanya terjadi stigasit terhadap
keluarga tersebut.

Hal ini memberikan indikasi bahwa nilavalue yang hidup
dalam suatu kelompok masyarakat bisa saja berwahgsperubahan
peradaban yang sejajar dengan perubahan nilai deadigma. Hal
inilah yang menurut Abu Hapsin melatarbelakangwahkriminalisasi
zina lajang perlu dikaji kembali.

Meskipun demikian, penulis sepakat bahWwdzh al-‘irdh
merupakan salah satu sebab kriminalisasi zinabseébduk persoalan
bukan terletak pada kekhawatiran akan terjadinyaulyadan nilai
tetapi bagaimana nilai tersebut sampai saat iniimdipertahankan
oleh masyarakat.

Dalam kajian yang lebih komprehensif dengan mengiidm
aspek kemaslahatan yang lebih luas, penulis sedekgan pemikiran
Abdul Qadir Audah dalam karya monumentalnya befjwdtrasyri’
al-Jina’'i  al-Islamiy Mugaranan bil Qanunil Wad'iy yang
diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan j&ohgiklopedi
Hukum Pidana Islanm{2008: 152), hukum Islam menjatuhi hukuman
atas perbuatan zina karena dianggap mengusik kemapaasyarakat

dan keselamatannya. Zina dianggap kejahatan yamgsaie tatanan
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keluarga, padahal keluarga adalah dasar bagi tggakrasyarakat.
Membolehkan zina hanya akan memperluas kekejiangat@atkan

keruntuhan keluarga, kehancuran dan keretakan maksya Hukum

Islam diberlakukan untuk melindungi keutuhan maalar secara erat
dan kuat.

Dalam KUHP yang mencerminkan “hukum Barat” membsarik
sanksi pidana kepada pezina yang sudah menikameasemata
dengan alasan menjaga kehormatan rumah tanggail@pgakeorang
belum berumah tangga, maka tidak ada yang haragadijerkait
dengan kehormatan rumah tangga sehingga perbuaesebiit
dikategorikan sebagai tindakan privat yang tidaaldikenakan sanksi
pidana oleh hukum.

Abdul Qadir Audah berpendapat bahwa apa yang tedad
Eropa dan negara-negara Barat secara umum menguatka Islam.
Persatuan masyarakat Eropa terancam retak, péraelismemanas,
dan kenyamanan hilang. Penyebabnya adalah kekejiang
merajalela, rusaknya moral, dan kebebasan tanpa.d&tkejian tidak
akan merajalela, moral tidak akan rusak, dan kedagbaidak akan
keluar batas seandainya manusia tidak membebaskaa, z
membiarkan setiap orang memenuhi syahwatnya, damganggap
Zina sebagai urusan perseorangan yang tidak mermyéepentingan

masyarakat.
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Barangkali krisis sosial maupun politik terberahgadihadapi
negara-negara non-Islam sekarang bermula dari ksbebprostitusi.
Sangat sedikit warga yang memiliki keturunan langswHal ini bisa
mengakibatkan kehancuran negara dan menghentikan
perkembangannya. Penduduk yang memiliki keturunamgdung
sangat sedikit karena mayoritas dari mereka enggank menikah
dan jumlah kemandulan di kalangan suami istri mgian®’

Cita-cita pertama perempuan adalah menikah dars tygag
diciptakan untuknya adalah mengurus rumah tanggea ndandidik
anak-anak. Akan tetapi, kini banyak perempuan ydag dari
pernikahan dan tidak mau menjadi “tawanan” laki-laKal ini
dikarenakan ia merasa bisa mendapatkan apa yangpadia diri
puluhan lelaki tanpa harus terbebani oleh ikatam deelenggu
pernikahar’®

Maraknya perzinahan menyebabkan perempuan menentang
kehamilan dan mengakibatkan merebaknya penyakig ya@lum
dikenali. Jika menentang kehamilan bisa mengak#mattemandulan
pada perempuan, merebaknya penyakit yang tidakndlikekerap
mengakibatkan kemandulan pada diri laki-laki maumemempuan.
Perempuan semestinya hidup dalam lindungan suamluneaungan

perkawinan. Ketika laki-laki tidak mau nikah, pepman harus terus

37 Abdul Qadir Audahat-Tasyri’ al-Jina'i al-Islamiy Mugaranan bil Qaniinwad'iy,
Terj. Tim Tsalisah, “Ensiklopedi Hukum Pidana Isfardakarta: PT Kharisma llmu, 2008, hal.
152.

% bid.
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berjuang untuk hidup. la terpaksa bersaing dengkifdki di medan
pekerjaan untuk memperoleh penghidupan. AkibatnyaJuasnya
pengangguran dan merebaknya prinsip-prinsip yangghecurkan
dan mencampakkan masyarakat Eropa ke dalam gelgniedundupan
yang berhias kehampaan dan kekacatian.

Oleh karena itu, Abdul Qadir Audah menilai bahwabpatan
zina—baikmuhsamaupunghairu muhsan-merupakan tindak pidana
paling berbahaya. Maslahat masyarakat menghendla&ragnkannya
segala bentuk perzinahan dan pelaku zina harusapatichn hukuman
berat. Dengan alasan tersebut, hukum Islam menghkara zina
dengan tujuan supaya masyarakat terhindar dariatklibat yang
dikhawatirkan. Bahkan, hukum Islam sampai mengaonggdaku zina
muhsantidak pantas untuk hidup dengan alasan telah mieogmtoh
yang buruk bagi masyarakat.

Dampak implisit yang lebih masif akibat perbuatamaz
dikatakan Abdul Qadir Audah adalah budaya tidak ikedndi mana
akan mengakibatkan penurunan jumlah keturunan, hkeuban,
penyebaran bermacam penyakit yang tidak dikenadirsgingan
perempuan dan laki-laki dalam mencari penghidugamerosotan
moral dan etika masyarakat, dan hilangnya rasa m@lumuka dan

jiwa mereka.

% Ibid., hal. 153
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Oleh karena itu, Abdul Qadir Audah menilai bahwdada
format hukum Islam tidak mengenal klasifikasi aatamoral, agama,
dan hukum karena ketiganya dianggap sama. Abdulir Qaedah
(1982: 24) menyatakan bahwa syari’ah Islam datasggan tujuan
utama untuk memelihara dan menjaga nilai-nilai nitasa
Diharamkannya perzinahan dengan ancaman hukumanm samgat
berat adalah contoh aturan dari hukum Islam yamgataberkaitan
dengan upaya penegakan nilai-nilai moral. Bagi hukislam,
perbuatan itu merupakan kejahatan yang sangat kejng
menggerogoti nilai-nilai moral.

Terkait dengan kriminalisasi zina lajang yang tetaen dalam
Pasal 483 RKUHP 2012, penulis menilai bahwa adarkaan alasan
dan tujuan antara RKUHP 2012 dan hukum pidana Istiamrmana
secara filosofis perbuatan zina lajang termasukysgan yang akan
mengancam eksistensi moralitas masyarakat secatauktd-masif,
sehingga perbuatan zina—termasuk zina lajang—peadudapatkan
sanksi. Meskipun demikian, ada beberapa perbedai@naaRKUHP
2012 dengan hukum pidana Islam, antara lain selbagikiut:

1) RKUHP 2012 mendasarkan pada landasan moral yangadien
nilai, norma, falsafah, kepribadian, dan kesadamaasyarakat,
sedangkan hukum pidana Islam mendasarkan pada vaalgana
zina dikatakan sebagai perbuatan kéfih§ya) kemudian para

ulama mengambil nilai maslahat bahwa zina akan saérumasab,
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merusak kehormatan, tidak manusiawi, sumber pefyalan
pelbagai alasan lain yang telah dikemukakan di atas

2) RKUHP 2012 melakukan kriminalisasi terhadap perugizina)
yang dianggap sebagai moralitas, sedangkan hukdengilslam
sejak semula menganggap zina merupakagud, yaitu tindakan
kriminal yang ditetapkan syara’. Artinya, RKUHP 20bertolak
dari pemahaman bahwa zina itu merupakan moralitasgy

kemudian dianggap telah mengganggu moralitas pufpliblic

morality) sehingga perlu dipidanakan, sementara hukum gidan

Islam beranjak dari pemahaman bahwa zina sebadaiigtan keji

atau delik farimah) yang perlu dihukum berat.

Berdasarkan  pertimbangan filosofis, sosiologis dan

pertimbangan praktis yang menjadi alasan dilakukanmembaruan
KUHP tersebut, penulis sepakat dengan adanya lalsasi zina
lajang. Meskipun demikian, perumus kebijakan sedraya bukan
hanya memperhatikan aspldgal substancelanlegal culture tetapi
jugalegal structurekarena diakui atau tidak di wilayah ini biasaddij
“pemelintiran” atau “politisasi” terhadagegal substance Dengan
memperhatikan tiga aspek tersebut, pembaruan hulegtara
komprehensif-holistik dapat menjawab tuntutan daehekdak
masyarakat luas untuk menjadikan hukum sebagai pédindungan

dan kesejahteraan masyarakat, bukan sebaliknya.
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Dalam hal ini, penulis memperhatikan aspegal culture di
mana masyarakat menghendaki adanya hukuman baigiapemang.
Hasil riset yang dilakukan Eman Sulaeman (2008-208 terhadap
pandangan masyarakat tentang pemidanaan bagi pdajaag
(fornicator) adalah sebanyak 27 persen masyarakat sangat,se8uj
persen setuju, 13,7 persen tidak setuju, dan IlrSepesangat tidak
setuju. Riset ini mengambil responden sebanyako8@0g dan diambil
secara acak dari enam kecamatan di wilayah kotaatem, yaitu
Kecamatan Tugu, Mijen, dan Ngaliyan mewakili wilayginggir kota
dan Kecamatan Semarang Barat, Semarang Timur darar&eg

Tengah mewakili wilayah kota.

C. Analisis Aspek Penalisasi Pasal 483 RKUHP 2012 yang Mengatur
ZinalLajang
1. Penalisas dan Sistem Pemidanaan dalam RKUHP 2012
Secara umum, penalisasi dapat dipahami sebagaiegpros

pengancaman suatu perbuatan yang dianggap selaiggaiRénalisasi
tidak lepas dari serangkaian kriminalisasi. Setef@h perancang
RKUHP memformulasikan perbuatan apa saja yang efikaikan
sebagai delik (kriminalisasi), maka langkah seltonyja adalah
memformulasikan sanksi pidana yang tepat bagi kiadayang
dikategorikan sebagai delik tersebut. Untuk menkla@ripemahaman
yang lebih sederhana, kriminalisasi terkait denfardak pidana”,

sedangkan penalisasi terkait dengan “sanksi pidana”
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Menurut Barda Nawawi Arief (2005: 29), dua masadahtral
dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sapanal (hukum
pidana) adalah masalah penentuan perbuatan apa sgragusnya
dijadikan tindak pidana dan sanksi apa yang sepaikiigunakan atau
dikenakan kepada si pelanggar. Bertolak dari pasgel Barda
tersebut—khususnya pada poin kedua tersebut—yamgakdiud
penulis tentang penalisasi zina lajang dalam RKUMR2 adalah
sanksi apa yang dikenakan kepada si pelanggaraseknalasan-
alasan sanksi tersebut dikenakan kepada pelanggar.

Sebelum melakukan analisis mengenai kebijakan ppealal
policy) zina lajang dalam RKUHP 2012 dalam perspektifars|
penulis tertarik untuk menyajikan masalah sistermidanaan yang
terdapat dalam Konsep atau RKUHP. Barda Nawawif aégamRUU
KUHP Baru: Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi eBistHukum
Pidana Indonesia(2012: 56-57) menjelaskan bahwa tiga masalah
pokok hukum pidana terdiri tiga macam, vyaitu tindaidana,
kesalahan, dan pidanpupishment Dalam RKUHP 2012, tujuan dan
pedoman pemidanaan dijelaskan secara rinci dalaim IBaBuku
Kesatu tentang Pemidanaan, Pidana, dan Tindakan.

Dengan menggunakan skema, Barda menjelaskan bajuaa t
dan pedoman pemidanaan menurut RKUHP adalah pigang
merupakan hasil daripada formulasi tindak pidanagyeerupakan

asas legalitas (kemasyarakatan) dan kesalahanyatey merupakan
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asas culpabilitas (kemanusiaan). Dengan kata faijuan pidana
merupakan manifestasi dari keseimbangan asastésgghng berpijak
pada asas kemasyarakatan dan asas culpabilitasbgapigak pada
asas kemanusiaan. Menurut penulis, konsep pemiddaaa tersebut

lebih progresif dan lebih maju dibandingkan dengaHP saat ini di

mana dengan adanya konsep “tujuan dan pedoman gesaia’ dalam

RKUHP 2012 diharapkan dapat menghasilkan putuséumsano hukum

berkualitas yang menjunjung tinggi nilai-nilai kdad berdasarkan

filosofi hukum dan konteks tindak pidana.

Dirumuskannya tentang “Tujuan dan Pedoman Pemiddnaa
yang membuat RKUHP 2012 berbeda dengan KUHP yaatisa
berlaku adalah bertolak dari pemikiran batiVa:

1) sistem hukum pidana merupakan satu kesatuan sigizng
bertujuan purposive syste/m dan pidana hanya merupakan
alat/sarana untuk mencapai tujuan;

2) “tujuan pidana” merupakan bagian integral (subesigt dari
keseluruhan sistem pemidanaan (sistem hukum pidirsgmping
sub-sistem lainnya, vyaitu sub-sistem “tindak pidana
“pertanggungjawaban pidana (kesalahan)”, dan “@tlan

3) perumusan tujuan dan pedoman pemidanaan dimakssakagali

fungsi pengendali/kontrol/pengarah dan sekaligusmbegikan

40 Barda Nawawi AriefRUU KUHP Baru: Sebuah Restrukturisasi/Rekonstr@istem
Hukum Pidana Indonesj&disi 5, Semarang: Universitas Diponegoro, 2642,54.
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dasar/landasan filosofis, rasionalitas, motivasgn djustifikasi
pemidanaan;

4) dilihat secara fungsional/operasional, sistem pamadn
merupakan suatu rangkaian proses melalui tahapmtfiasi”
(kebijakan legislatif), “tahap aplikasi” (kebijakgndisial/judikatif),
dan tahap “eksekusi” (kebijakan administratif/ekgdk oleh
karena itu agar ada keterjalinan dan keterpadutamaaketiga tahap
itu sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan, ukperperumusan
tujuan dan pedoman pemidanaan.

Barda Nawawi Arief (2012: 65) menjelaskan bahwdegis
pemidanaan yang dituangkan di dalam Konsep (RKUHP),
dilatarbelakangi oleh pelbagai ide dasar atau jpHpsnsip sebagai
berikut:

1) ide keseimbangan monodualistik antara kepentingaisyarakat
(umum) dan kepentingan individu;

2) ide keseimbangan antarsdtial welfaré dengan Social defence

3) ide keseimbangan antara pidana yang berorientadh pelaku
(offendej dan korban\ctim);

4) ide penggunaan dbuble track systein yaitu antara pidana
(punishmentdengan tindakartireatmeny

5) ide mengefektitkan rfon custodial measureqalternative to
imprisonmen’;

6) ide fleksibilitas pemidanaarfiéxibility of sentencinyg
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7) ide modifikasi/perubahan/penyesuaian pidanaeddtermining
punishmerjt
8) ide subsidiaritas di dalam memilih jenis pidana;

9) ide mendahulukan/mengutamakan keadilan dari kepalstikum.

Bertolak dari ide-ide dasar itu, Barda Nawawi Alj2012: 66)
menjelaskan bahwa di dalam Konsep (RKUHP) ada keten
ketentuan yang tidak ada dalam KUHP (WvS) yangakerlsaat ini,
yaitu antara lain:

1) adanya pasal yang menegaskan asas “tiada pidgrea kesalahan”
(asas culpabilitas) yang diimbangi dengan adantenkean tentang
“strict liability” dan *vicarious liability’ (Pasal 35/2004; 36/2005-
2008);

2) adanya batas usia pertanggungjawaban pidana dhakage of
criminal responsibility; Pasal 46/2004-2005 jo. 113/2005-2008;

3) adanya bab khusus tentang pemidanaan terhadap (Badk I
Bagian Keempat);

4) adanya kewenangan hakim untuk setiap saat menghenétau
tidak melanjutkan proses pemeriksaan perkara pitahadap anak
(asas diversi), Pasal 111/2004 atau 114/2005-2008);

5) adanya pidana mati bersyarat (Pasal 86/2004; Ba52005-2008)

6) dimungkinkannya terpidana seumur hidup memperolelepasan

bersyarat (Pasal 67 jo. 69/2004; pasal 70/2008)
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7) adanya pidana kerja sosial, pidana pembayaran gagij dan
pemenuhan kewajiban adat dan/atau kewajiban merhurkiim
yang hidup (Pasal 62 jo 64/2004; Pasal 65 jo. @820

8) adanya pidana minimal khusus yang disertai jugagaen
aturan/pedoman pemidanaannya atau penerapannya @®as32,
120, 121, 130, 137 Konsep 2004; atau Pasal 69133, 133, 140
Konsep 2006/2008);

9) dimungkinkannya penggabungan jenis sanksi (pidaren d
tindakan);

10)dimungkinkannya pidana tambahan dijatuhkan selsaydisi yang
berdiri sendiri (Pasal 64 ayat 2-2004; Pasal 6T 282006/2007);

11)dimungkinkannya hakim menjatuhkan jenis pidana jang tidak
tercantum dalam perumusan delik yang hanya diandangan
pidana tunggal (Pasal 56-57/2004; Pasal 58-59/2008);

12)dimungkinkannya hakim menjatuhkan jenis pidana lagtara
kumulatif walaupun ancaman pidana dirumuskan sealieanatif
(Pasal 58/2004; Pasal 60/2006-2008);

13)dimungkinkannya hakim memberi maaf/pengampunachferlijk
pardon) tanpa menjatuhkan pidana/tindakan apapun kepada
terdakwa, sekalipun telah terbukti adanya tindaklapa dan
kesalahan (Pasal 52 ayat 2 — 2004; Pasal 55 ayd006/2008)

14)adanya kewenangan hakim untuk tetap mempertanggualgkan/

memidana si pelaku walaupun ada alasan penghagasapijika si
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pelaku patut dipersalahkan (dicela) atas terjadikgadaan yang
menjadi alasan penghapus pidana tersebut (dikezradash asas
“culpa in causaatau asasdction libera in causg; Pasal 54/2004;
15)dimungkinkannya perubahan/modifikasi putusan penada,
walaupun sudah berkekuatan tetap (Pasal 55 dan Pamgat 3

Konsep 2004; Pasal 57 dan Pasal 2 ayat 3 — 2008/200

2. Analisis Penalisas bagi Pezina Lajang dalam Perspektif Hukum

Pidana lslam

Sebelum mengkaji aspek penalisasi pezina lajangulise
menyajikan tujuan pemidanaan sebagai bentuk siudistaspek
penalisasi terhadap suatu tindak pidana. Hal imung penulis perlu
ditampilkan mengingat formulasi RKUHP menambahkdausul
tentang tujuan dan pedoman pemidanaan yang tidefdkan dalam
KUHP yang saat ini masih berlaku. Adapun tujuan idamaan secara
umum yang dicantumkan dalam Pasal 54 RKUHP 201aladgabagai
berikut:

Pasal 54
(1) Pemidanaan bertujuan:

a. mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menagakk
norma hukum demi pengayoman masyarakat;

b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembina
sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;

c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tinga#dana,
memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasai dama
dalam masyarakat; dan

d. membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

(2) Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakizm
merendahkan martabat manusia.
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Dalam hukum pidana Islam, sanksi atau hukuman diken

dengan istilahuqubah ( 4, goc ) yang berarti siksa atau hukuman

(Munawwir, 1996: 952), yaitu hukuman atas perbuatgang
melanggar ketentuan syara’ yang ditetapkan untukakéahatan
masyarakat.

Sedangkan tujuan hukum pidana Islam apabila dildbei
ketetapan hukum yang dibuat oleh Allah dan nabi &tumad saw,
baik yang termuat al-Quran maupun al-Hadits, vyaituntuk
kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhigatgdn jalan
mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah setelak
segala yang tidak berguna kepada kehidupan marbsizggan kata
lain, tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hichgmusia baik
jasmani maupun rohani, individu dan masyarakat. &datnatan yang
dimaksud dirumuskan asy-Syathibiy dan disepakah @hli hukum
Islam lainnya, yaitu memelihaegama liifzh ad-dir), menjaga jiwalfifzh
an-naf9, menjaga akalhifzh al-‘aql), menjaga keturunarmifzh al-nas), dan
menjaga hartah{fzh al-ma).** Tujuan hukum Islam tersebut termasuk
kemaslahatan tingkaktharuri (primer), sedangkan tujuan hukum Islam
lain juga mengatur di tingk&iajji (sekunder), datahsini(tersier).

Adapun tujuan pokok dalam penjatuhan hukuman dalam

syari'at Islam ada dua, yaitu pencegahaye() ) dan pengajaran atau

pendidikan (h.\:.@s—"’ ). (Hanafi, 1967: 255). Pencegahan adalah

“I'H. Hamka HagFilsafat Ushul Figh Makassar: Yayasan al-Ahkam, 1998, hal. 68.
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menahan pelaku agar tidak mengulangi perbuatamagariatau agar
pelaku tidak terus menerus melakukannya. Di sampungga sebagai
pencegahan terhadap orang lain agar pelaku tidakakol@n
perbuatan jarimah, sebab ia mengetahui hukuman giégrgma bila ia
melakukan perbuatan jarimah serupa. Perbuatan-g@muyang
diancam hukuman dapat berupa pelanggaran terhadapgbn atau
meninggalkan kewajiban. Dalam keadaan seperti itlehb jadi
hukuman meninggalkan kewajiban jauh lebih beratera tujuan
penjatuhan hukuman pada meninggalkan kewajibarn iasl@maksa
pelaku untuk mengerjakan kewajib¥n. Sedangkan pengajaran
dimaksudkan memberikan efek jera, sekaligus memgelijaran agar
hukuman tersebut menjadikan dirinya lebih baik dakelumnya.
Ditinjau dari perspektif hukum pidana Islam, adédrapa hal
yang harus diperhatikan dalam menganalisis kehijgkenal penal
policy) Pasal 483 RKUHP tentang “Zina dan Perbuatan Cafanlg di

dalamnya mengatur zina lajang, yaitu:

a. JenisPidana: Antara Penjara, Dera, dan Pengasingan
Pasal 483 RKUHP mengenakan pidana penjara terhadap
pelaku zina, baik itu pezina yang sudah menikabhsan maupun
lajang @hairu muhsah Sedangkan hukum pidana Islam yang

tercantum dalam QS. An-Nur: 2 mengharuskan hukumera

42 Media Pemikiran Hukum Islam dan Ekonomi Syarialnjara dalam Perspektif Figh
Jinayat http://imamyahya.blogspot.com/2010/04/penjaraiaperspektif-figh-jinayat.html,
diakses 28 November 2013, jam 17.52 WIB.
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terhadap pelaku zina. Sementara itu, hadis dad B Kholid Al
Juhani yang diriwayatkan Imam Bukhari mengharuskakuman
pengasingan berbarengan dengan hukum dera.

Menurut Any Ismayawati dalamPembaharuan Sistem
Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia997: 209), tujuan
pidana penjara pada hakikatnya menitikberatkan ppadasip
retributif, penindasan atas kehidupan dan kemesidekarapidana.
Sedangkan pidana penjara dengan sistem “pemastanakang
kemudian dikenal dalam sistem pidana penjara segarnai
bersumber dari konsep “kemanusiaan” yang berupdakusm
terhadap narapidana dan anak didik dengan berasiergada
pengayoman dan pembinaan berdasarkan Pancasila.

Menurut penulis, meskipun teori pemidanaan penjara
dengan sistem pemasyarakatan dapat menekan tikgkajaman,
tetapi setidaknya pidana penjara pada mulanya dikeidak
manusiawi yang merampas hak kemerdekaan. Lepapetaoalan
tersebut, penjara dengan sistem pemasyarakatan albany
disalahgunakan narapidana untuk belajar kejahaanmdrapidana
lain (school of crimg Belum lagi sistem pemasyarakatan
disalahgunakan kalangan elite sebagai tempathatirsang mewah.
Dengan keadaan yang demikian, tujuan pemidanaajadiehil.

Sejauh penelusuran penulis, penulis hanya menemukan

pidana penjara sebagai sebuah sanksi hukum daluaran di
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mana terdapat dalam QS. An-Nisaa: 15-16 yang ntakga
bahwa para wanita yang mengerjakan perbuatan &eg yiketahui
empat orang saksi maka ia harus dikurung dalam husaanpai
meninggal, kecuali Allah memberikan jalan lain. ap@tkemudian
ayat tersebut oleh kesepakatan ulamaadisukioleh QS. An-Nur:
2 di mana sanksi pidana diganti dengan dera sekalus

Dalam konteks pemidanaan, hukum pidana Islam secara
jelas membedakan antara pelaku yang sudah memkafsan dan
pelaku yang masih lajangyi{airu muhsa)y sedangkan RKUHP
2012 samasekali tidak ada pembedaan antara lajangsddah
menikah. Menurut penulis, hukum pidana Islam yaibgrthkukan
kurang lebih 14 abad yang lalu justru lebih mutgkblubstantif-
filosofis, dan mengedepankan keadilan jika dibagiim legal
substanceyang ada pada RKUHP 2012. Betapa tidak, pezing yan
sudah menikah seharusnya dikenakan sanksi lebdt karena ia
bukan saja melanggar nilai-nilai moral yang telaiseplakati
bersama, tetapi juga melanggar ikatan janji suegyarlembagakan
secara formal dalam lembaga pernikahan yang sigei pu

Abdul Qadir Audah (2008: 181-182) menjelaskan adasa
peringanan hukuman atas lajang daripada yang sutafikah
dengan alasan bahwa hukum Islam didirikan atasr d&sauliaan
dan menjaga akhlak, kehormatan, dan keturunankd#oran dan

percampurbauran. Hukum Islam juga mewajibkan manusi
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mengekang syahwatnya dan tidak menurutinya kemelhlui jalan
yang halal, yaitu pernikahan. Hukum Islam juga njiékan
manusia menikah jika ia sudah mampu sehingga tieakadapan
dengan fithah atau menanggung beban yang tidak onantpadapi.
Jika ia tidak menikah lalu syahwat menguasai aled diatnya,
hukumannya seratus kali dera dan diasingkan sekatha tahun.
Alasan yang meringankan hukuman ini adalah ketdréaam
menikah yang mengakibatkan tindak pidana. Jikaidkals menikah
lalu melakukan tindak pidana, hukumannya adalah dan rajam.
Penyebabnya menikahhgan itu menutup pintu menuju tindak
pidana perzinahan dan hukum Islam menjadikan mbndebagai
jalan untuk tidak melakukan perzinahan.

Hukum Islam juga tidak menjadikan pernikahan sebaga
sesuatu yang abadi hingga suami istri bisa terhidde dosa atau
kesalahan jika terdapat kerusakan di antara ke@uafykum Islam
juga membolehkan istri untuk memutuskan perkawifiamah)
sebagaimana membolehkan istri meminta talak kakepergian
suami, sakit, mudarat atau melarat. Hukum Islam budemkan
suami menalak setiap saat dan menikahi lebih d#uiistri dengan
syarat harus berlaku adil di antara istri-istrinj®ngan demikian,
hukum Islam membuka pintu-pintu halal bagihsandan menutup
pintu-pintu haram baginya. Jadi, hal ini adil baginKarena itu,

dari sisi akal dan tabiat, alasan-alasan untuknmgarkan hukuman
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pun sudah putus. Atas dasar imphsandikenai hukuman berat
dengan tujuan untuk memperbaiki sikapf¥a.

Terkait dengan hukum dera, Abu Hapsin menilai bahwa
hukuman dera sebenarnya sudah ada sebelum Islangdéitmana
hukuman tersebut dijalankan oleh penguasa. Hukumpang
ditetapkan atas ijtihad penguasa disetaizir. Sehingga dalam
merespon situasi bumi (Arab) dengan tradisi yangikian, Allah
menyesuaikan perintahnya dengan kondisi bumi yasmguklian
hukum dera menjadi bagian dari ketetapan hukummiskdal ini
yang menjadikan para ulama hanya bisa “merabaaitedengan
alasan ditetapkannya hukuman dera. Bahkan, pencatlasan-
alasan rasional seperti ini tidak dibenarkan kareimdah menjadi
ketetapan Tuhan. Dalam kajiamshul figh ketentuan tersebut
dikatakan sebaga@l’abbudi yaitu perbuatan-perbuatarbudiyah
(hubungannya dengan Tuhan) yang harus dilakukan rolgkallaf
sebagai wujud penghambaan kepada Tuhan tanpa letas
penambahan atau pengurangan. Perbuatdabbudi bersifat
mutlak, tidak dapat diganggu gugat, dan tidak dajgartanyakan
atau dianalisasis menggunakan akal secara rasiSedlaliknya,
perbuatanubudiyah yang berkembang dan dinamis, serta dapat

dianalisis dengan rasio disebut dentgaqquili.

43 Abdul Qadir Audah, op.cit., hal. 182.
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Abu Hapsin menambahkan bahwa pada hakikatnya
hukuman dera atau cambuk bertujuan agar pelaku lajaag
menjadi jera. Dalam hal ini, penulis berpendapdiwza pelaku
bukan saja hanya dikenakan hukuman yang berssdé $eperti
dera, tetapi juga bersifat non-fisik, yaitu diséksi oleh
sekumpulan orang-orang beriman sebagaimana diglaskalam
QS. An-Nur: 2. Itu artinya, pelaku zina lajang mpsk pada
dasarnya mendapatkan satu jenis hukuman berupatdenai juga
mendapatkan sanksi moral karena hukuman atas perbkaji
tersebut disaksikan oleh masyarakat.

Terkait dengan pengasingan dalam hukum pidana Islam
sebagai salah satu jenis pidana terhadap pelakuaeng, penulis
memahami bahwa pidana penjara serupa dengan pegaasi
meskipun pada dasarnya berbeda. Serupa karena Kedisa
hukuman sama-sama merampas hak kemerdekaan danuatemb
pelaku terasing dari kelompok masyarakatnya serttdin dikatakan
berbeda karena secara prosedural mekanisme pemganku
berbeda, yakni antara dikurung dan diasingkan dakamteks
dibuang ke daerah lain.

Abu Hapsin memberikan komentar bahwa pengasingan
sebagai bentuk pengusiran pelaku zina dari kelompakyarakat
agar perilaku tercela tersebut tidak menjadi “pé&itysosial” yang

menular di masyarakat. Selain itu, pengasingarkwkian untuk
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menghindari stigmatisasi terhadap pelaku zinaagp&ilau pelaku
zina memiliki anak di luar pernikahan. Dari sinienolis
berpendapat bahwa pengasingan memiliki dampak Kkehzdan
yang saling berhubungan antara individu sebagangear dan
masyarakat sebagai pemilik moralitas publik. Di usadisi,
pengasingan menghindarkan pelaku dari stigmatmsasyarakat, di
sisi lain pengasingan menghindarkan masyarakat “geanularan
penyakit sosial”.

Mengenai prosedur pengasingan, para fugaha berbeda
pendapat. Imam Malik dan Abu Hanifah mengatakanwbaah
mengasingkan berarti menahan. Jadi, pelaku ziahatt di tempat
di mana ia diasingkan selama tidak lebih dari setaHJlama
Malikiyah dan Hanafiyah menyatakan bahwa mengasindierarti
menahan di daerah selain tempat kejadian tindaknpid Ulama
Zaidiyah sepakat dengan pendapat ini. Imam asyByddn
Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa yang dimaksud
mengasingkan adalah menyingkirkan pezina dari Hatemrgadinya
zina ke daerah lain. Akan tetapi, pelaku zina tigeklu ditahan
karena di tempat pengasingan ada penjagaan terluadag yang
diasingkart**

Sebagian ulama berpendapat bahwa mengasingkan harus

dilakukan dari wilayah kekuasaan tertentu ke witay@kuasaan

4 Abdul Qadir Audahop.cit, hal. 180.
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lain tanpa harus mencapai jarak tertentu. Cukumahpezina
dibuang ke satu kampung yang jaraknya satu mil teEmpat
kejadian. Begitu juga jika ia dibuang dari satuaké&e kota lain.
Alasannya, kata pengasingan di sini bersifat umuadi, ia
mencakup apapun bermakna mengasingkan. Yang dichdesigan
pengawasan adalah pelarangan atas pelaku zina ketokali ke
kampungnya atau menurut sebagian ulama, pindabrkpat yang
jaraknya kurang dari jarakjasaf® sebelum masa pengasingan
selesai. Sebagian ulama lain berpendapat bahwa gamaksud
pengawasan adalah mewajibkan orang yang diasirtgkam berada
di daerah pengasingannya hingga ia tidak bepeffjian.

Abul A’la Almaududi menjelaskan bahwa dalam rangka
menjaga masyarakat dari dampak perzinahan, makm Isidak
hanya menggunakan senjata pengasingan. Islam bahkan
menjabarkan penyelesaian dan pencegahan secata lkatadan
dengan maksud untuk mengadakan perbaikan. Dalanangnd
undang Islam pengasingan merupakan jalan pintasandal
membersihkan masyarakat dari dunia perzinahanmistalak
bermaksud membiarkan manusia bebas melakukan pkarin
setelah dihukum cambuk. Islam tidak pula membiark@&zina

menuruti nafsunya siang dan malam.

5 Jarakgasarmenurut Imam Malik, Syafi'i, Ahmad, dan lainnya &tasejauh 4 burud.
Dalam kitabBidayatul Mujtahiddituliskan bahwa 4 burud adalah 88,704 km.

“°|bid.

47 Abul A'la Almaududi,op.cit, hal. 44.
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Pengasingan bertujuan untuk mengalihkan manusia dar
tindak pidana sesempurna mungkin dan tidak memndmagezina
berlarut-larut melakukannya. Oleh sebab itu, Islaebih
mementingkan pembersihan diri sebelum sesuatudiesgakni
dengan menanamkan dan membesarkan rasa takutaprbadb
Allah di dalam hati manusia. Islam juga bermaksushamamkan
rasa tanggung jawab kepada hari akhir di mana kelak seorang
pun dapat mengelak dari pelbagai tuduhan dan hukhigea
Pengasingan juga dimaksudkan untuk menumbuhkan rasa
kecondongan hati agar senantiasa taat kepada gierxitah dan
rasulNya yang merupakan dasar tujuan iman dalamfél

Meskipun cita-cita, harapan dan tujuan pidana pg&ngan
oleh Abul A’la Almaududi dideskripsikan sangat dfelkdalam
menegakkan kemaslahatan dan menolak kemudaratapi pada
implementasinya  pidana  pengasingan menemui  banyak
problematika yang sangat pelik. Persoalan pelikatiniyang
menyebabkan hukuman pengasingan menuai banyakbpéadedi
kalangan ulama, bahkan di kalangan sahabat Rdsalime.

Salah satu alasan Umar bin Khattab tidak memberikan
hukuman pengasingan bagi peminukhamr termasuk kepada
pezina lajang sebagaiman dijelaskan dalam Bab Hta$ sangat

sosiologis. Umar bercermin pada sebuah pengalamang y

8 Ibid.
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menimpa Rabi'ah. Selama diasingkan, Rabi'ah tidakrasa
menyesal dan bertaubat atas perbuatan yang perifafukan
karena hukuman pengasingan, tetapi justru berteangah seorang
Nasrani dan akhirnya masuk agama Nasrani. Artisjkap Umar
secara implisit dapat dipahami bahwa hukuman pemgms
bukanlah satu-satunya cara untuk memberikan efel @gan
mengembalikan perilaku terhukum ke dalam perbugtary lebih
baik. Dalam konteks persoalan Rabi'ah, penulis taerbahwa
pengasingan telah gagal dalam dua hal, yaitu: martgidana
pengasingan gagal membuat pihak terhukum menjaali edua,
pidana pengasingan gagal dalam memperbaiki keselghag

diharapkan terdakwa kembali ke masyarakat asdi ledok.

b. Kadar hukuman

Pasal 483 RKUHP 2012 memberikan kadar hukuman gidan
penjara dengan batas maksimal 5 (lima) tahun d&as lmainimal 1
(satu) hari sebagaimana Pasal 69 ayat 2 RKUHP ZDé&fait
dengan batas maksimal yang ditentukan tim perunBeada
Nawawi Arief® menjelaskan bahwa kita tidak bisa melakukan
rasionalisasi terhadap batasan maksimal terhadapu spidana
tertentu. Artinya, kita tidak bisa menetapkan kduakuman secara

rigid dan tidak bisa menentukan sebuah hukumannpidsecara

49 Wawancara dengan Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, @tiru Besar Hukum Pidana
Universitas Diponegoro; salah satu Tim Perumus RUUHP 2012), 28 November 2013, jam.
11.09 WIB.
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rasional bahwa jenis pidana A harus dikenakan sad&sgan
hukuman B selama 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga) tahtay seterusnya.

Dengan adanya batas pidana minimum umum selama 1
(satu) tahun dan pidana maksimal khusus 5 (limhurta maka
hakim dapat dengan leluasa mempertimbangkan putysag
mendasarkan pelbagai aspek, termasuk tujuan pea@dadan
pedoman pemidanaan sebagaimana tercantum dalain58adan
Pasal 55 RKUHP 2012. Dengan demikian, sanksi teyhaina
lajang bisa jadi dikenakan pidana penjara selanfsatli) tahun, 2
(dua) tahun, atau berapa pun dengan batas maksithala) tahun
sesuai dengan pertimbangan hakim.

Adapun mengenai keputusan apakah zina lajang akan
dikenakan sanksi pidana berupa penjara dengan batksimal 5
(lima) tahun, Barda Nawawi Arief menjelaskan bahvah tersebut
tentu harus atas persetujuan DPR sebagai wakibtakgngingat
posisi RKUHP 2012 sekarang masih berupa konsep gadgng
digodok DPR.

Dalam hukum pidana Islam, zina lajangh&iru muhsah
dikenakan sanksi dera dengan kadar hukuman 10&X\sgikali di
mana sudah menjadi kesepakatan jumhur ulama babméalj
seratus kali dera tidak boleh dikurangi, ditambatgu diganti
dengan sanksi pidana lain karena ketentuan setlisdera

merupakanhudud yang ditetapkan syara’. Dalam hal ini, hakim
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samasekali tidak memiliki wewenang untuk melakui@mad atau
upaya penggalian hukum yang kemudian dengan féddiemtu bisa
diganti dengan kadar hukuman lain atau dengan jeaiaiman
yang lain, misalnya denddiyat).

Meskipun demikian, demi menegakkan kemaslahatag yan
berpijak pada nilai-nilai kemanusiaan dan kepemtingerdakwa,
ada beberapa upaya peringanan dalam memberikanmianku
namun dengan jumlah atau kadar yang tidak bertgatadengan
syara’, yakni tetap seratus kali. Dalam konteks apiabila kondisi
terdakwa dalam keadaan sakit yang cukup parah dtdam
keadaan lemah—biasanya terjadi karena usia sudghi-tamaka
pelaksanaan hukuman cukup sekali pukulan dengamgneakan
dahan daun berlidi seperti daun pohon kelapa yandjrit dari
seratus dan terkumpul menjadi satu. Artinya, eksgkaemberikan
hukuman cambuk dengan seikat kumpulan lidi yangubgah
seratus. Dengan cara ini, tujuan syari’at akanapat sekaligus
memberikan kemudahan atas ketidakmampuan terhukum.

Bahkan, dalam masalah teknik pelaksanaan hukuman
banyak ulama mengijinkan membagi jangka penderaarseyiap
hari dua puluh kali. Sedangkan menurut Abu HanRah bisa saja
sebuah hukuman cambuk dilaksanakan dalam satulérgan lima
puluh kali pencambukan dan lima puluh kali pada barikutnya.

Ini dengan maksud agar si terdakwa merasakan hukuensebut.
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Namun lebih dari itu tidak diperbolehkan. Para hudanyak yang
lebih mengutamakan pelaksanaan sesuai dengan joyafth

Menurut penulis, tidak adanya batasan hukuman dalam
konteks perzinahan karena memang tidak ada unsarpk&saan
dalam hubungan perzinahan. Keduanya saling mengetathwa
perbuatan itu melanggar syari’at dan keduanya rakkak zina atas
dasar suka sama suka, karena apabila ada unsukgsanamaka
hal demikian bukan zina melainkan pemerkosaan.itidderbeda
dengan RKUHP 2012 yang memberikan batasan pidansnonin
umum dan batasan pidana maksimum khusus dalam miangh
pelaku zina. Kalau memang ada “relativitas” dalamnjatuhkan
hukuman pidana, lalu apa yang menjadi dasar “wéiasi’ tersebut
dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku zina’kakpaa
diindikasikan terlalu banyak melanggar ketenangablip atau
apakah banyaknya pengulangan jumlah perbuatan yarey
dilakukan?

Dalam konteks hukum pidana Islam, dikenal dengani te
saling melengkapi at-Tadakhul di mana apabila seseorang
diketahui berulang-ulang melakukan perbuatan zpencurian,
minum-minuman, dan perbuatan melanggar lain yajenisemaka
pelaku cukup diberi satu hukuman. Pada dasarnya iai

menyatakan bahwa satu jenis tindak pidana dikenalém jenis

%0 Abul A’la Almaududi,op.cit, hal. 81.
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sanksi pidana dengan ketetapan syari’at yang sAcpun teori
penyerapan al-Jabb) adalah menjatuhkan hukuman yang dapat

menyebabkan hukuman lain terhalangi, seperti hukumneti.

Pembuktian: Antara Delik Aduan, Saksi, dan Pengakuan

Perbuatan zina dalam Pasal 483 ayat 2 RKUHP 2@&R ti
dilakukan penuntutan kecuali ada pengaduan damisustri, atau
pihak ketiga yang merasa tercemar. Sedangkan hplkdena Islam
diatur lebih rinci, mutakhir, dan lebih modern ¢ada legal
substancelalam Pasal 483 ayat 2 tersebuit.

Pertama hukum Islam menghendaki saksi 4 (empat) orang
di mana masing-masing saksi harus melihat betuukmys lubang
farji ke dalam zakar. Hal ini mengindikasikan bahlsiam sangat
menghargai moralitas  publik pgblic morality. Logika
sederhananya, perbuatan zina yang telah disakgkgat orang
berarti ia telah melakukan perbuatan zina di tempaim sehingga
perbuatan tersebut bisa mencederai moralitas publik

Itupun kalau syarat empat orang saksi tidak terpemoaka
yang mengajukan aduan tersebut bisa dikatakan roanyeng
harus dikenakan sanksi 80 (delapan puluh) kali.dahkan, hakim
sekalipun yang melihat dan ia menjadi saksi yamgkter dari
empat orang saksi, maka ia harus mencopot jabsdasagagai
hakim demi persaksian tersebut. Apabila tidak dikan, maka

persaksiannya batal. Termasuk apabila hakim metieagan mata
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kepala sendiri perbuatan zina tersebut namun tidagka
mendatangkan tiga saksi lain maka ia tidak bisagmgkumnya
meskipun perbuatan zina memang telah dilakukan. tel@ebut
memberikan indikasi bahwa pada hakikatnya hukumnissangat
menghargai moralitas publik yang dijunjung tinggltomasyarakat.

Kedug pengakuan zina. Menurut penelusuran penulis,
belum ada peristiwa yang menghukumi pelaku zina a&apat
orang saksi, kecuali atas pengakuan diri sendial iHi berarti
Islam sangat menghargai taubat karena zina sangat e
hubungannya dengahablum minallah Atas pertaubatan yang
sungguh-sungguh tersebut, pelaku zina disucikangatencara
dihukum sehingga kelak akan mengurangi hukumaRtdrat.

Ada yang menarik dari konsep ini, yaitu siklus bahw
pelaku zina harus bertaubat dahulu, setelah ia saesadar atas
kesalahan tersebut kemudian dikenakan sanksi. Tditbajukkan
dalam bentuk pengakuan dan kerelaan diri untukndikan sanksi
pidana. Berbeda dengan konsep hukum positif, sikjasg
digunakan berbanding terbalik, yaitu hukum dikema&gar pelaku
bertaubat. Dalam hukum positif, hukum menghukurtiapepelaku
padahal pelaku merasa terpaksa dan belum ada kasatki hati
nurani sehingga pada akhirnya ketika dijatuhkanuman, ia akan
mengulangi di kemudian hari karena pada dasarniakypdoelum

merasa sadar atas pelanggaran yang dibuat tersebut.
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Bukti lain bahwa Islam sangat menjunjung tinggi hak
pribadi sebagaimana diagung-agungkan oleh “Baraghgdn
mengutamakan moralitas publik adalah bahwa nabi aviuhad
saw selalu melakukan konfirmasi terhadap pengakiraa) apakah
benar-benar zina atau sekadar meraba, gila atsanalain yang
mungkin saja ia tidak melakukan perbuatan zina.kBahdalam
pelbagai riwayat hadis, nabi Muhammad saw melakbkafirmasi
atas perbuatan zina sebanyak empat kali baru nabaMmad saw
merasa pengakuan itu dibenarkan.

Hal yang kemudian sangat menarik dan mutakhir bagi
penulis dalam hukum pidana Islam dibandingkan hulBanat
maupun hukum positif Indonesia adalah dalam konpskgyakuan
zina, hakim tidak diperkenankan melakukan penykdialj
melakukan introgasi, atau membuat cara apapun @gsangka
mengakui perbuatannya. Dengan demikian, bukankam Isangat
menjunjung tinggi hak pribadi? Maka penulis sartgiak sepakat
apabila Islam selalu dibenturkan dengan hukum Baahktva Islam
identik dengan hukum yang kuno dan usang, semeimiakam
Barat identik dengan hukum modern yang menjunjunggt hak
asasi manusia. Pada faktanya, hukum pidana Islaim jebih
mutakhir apabila benar-benar dipahami secara meryeldengan
menyingkap makna-maka implisit yang terkandung aawhnya.

Bahkan, penarikan terhadap pengakuan zina dalamnhykdana
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Islam sangat dijunjung tinggi dan dihargai sehindg&kuman
menjadi batal atas penarikan pengakuan tersebut.

Dengan demikian, penulis tidak sepakat apabila ada
statemen yang menyatakan bahwa tim perumus KUHRI bar
mencoba melakukan upaya islamisasi terhadap RKUIGE2 2
karena apabila dikaji secara komprehensif-holistiktara RKUHP
2012 dan hukum pidana Islam sangat berbeda. KesaRIda/HP
2012 dan hukum pidana Islam sebatas pada aspelnélisasi,
yaitu bahwa zina yang dalam Islam dikenghairu muhsan
dimasukkan dalam Konsep KUHP yang dicita-citakannjauh
KUHP baru bagi masyarakat Indonesia. ltupun menperiulis
Pasal 483 RKUHP samasekali tidak menjunjung tinggadilan
karena antara pezinmuhsandan pezinaghairu muhsantidak
dibedakan. Selebihnya, aspek penalisasi dan foenpimidanaan
zina lajang dalam RKUHP 2012 sangat berbeda deragpek

penalisasi dan formulasi pemidanaan dalam hukuempidslam.

. Persoalan Kumpul Kebo

RKUHP 2012 mengatur kumpul kebo dalam Pasal 485 di
mana hukumannya justru jauh lebih kecil daripadainge yaitu
batas maksimal satu tahun atau denda paling barfypk
30.000.000,00 (tiga puluh juta) rupiah. Dalam hukpidana Islam,
kumpul kebo tetap dikatakan sebagai perbuatan zieagan

hukuman yang sama dengan pelaku zina sejauh bimtittian
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sesuai yang disyaratkan dalam hukum pidana Islaetand hal ini
apabila benar disahkan menjadi KUHP baru, kumpilokgang
merusak, tidak menghargai kesucian lembaga perkawidan
dalam skala yang lebih luas tidak menghargai negmizagai
penegak hukum justru dikenakan sanksi yang lebimgan
dibandingkan pelaku zina.

Untuk itu, rumusan kumpul kebo dalam Pasal 485 RRUH
2012 perlu ditinjau kembali agar tidak saling batbbean antara
konsep zina dan konsep kumpul kebo yang memililsekgpaan
dalam konteks perbuatan yang dipidana, yaitu hufurgyaknya
suami-istri di luar pernikahan yang sah. Apabitiaki ada definisi
dan klasifikasi yang jelas, bisa jadi terjadi kabkain dalam
menafsirkan tindak pidana yang dilakukan subyekuhukapakah
tindakan hubungan seksual terlarang tanpa ikatamkadan yang
dilakukan lajang termasuk kategori kumpul kebo ab@ubuatan
zina? Implikasi yang berdampak cukup serius yatimbdulkan atas
persoalan tersebut adalah menyangkut pertanyaeenakan pasal
berapakah pelaku tersebut?

Oleh karena itu, Pasal 485 RKUHP yang mengatumggsa
kumpul kebo hendaknya dikaji ulang secara komprahéolistik,
mulai dari definisi, klasifikasi, termasuk seranigka penjelasan
yang cukup memadahi sehingga tidak terjadi amlaguitan

pandangan hukum yang multitafsir.
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e. Persoalan Hubungan Seenis (liwat)

RKUHP 2012 tidak menyinggung persoalan hubungan
sejenis. Padahal perkembangan sosial masyarakatinjokkan
bahwa permasalahan hubungan sejenis semakin kasnplek
Meskipun beberapa negara di dunia seperti Belaikgia,
Spanyol, Kanada, Norwegia, Argentina, Meksiko, daggara-
negara lain yang mengakui pernikahan sejenis justelegalkan
pernikahan sejenis, tetapi apakah Indonesia desggala budaya
yang terkandung dalam masyarakat menerima hubusggmis?
Inilah yang kemudian menyebabkkgal substanc&KUHP 2012
yang mengatur perzinahan menjadi ambigu atdonat

Dalam hukum Islam, hubungan sejenis tidak dikai&gaor
sebagai perbuatan zina, tetapi justru sebagai Kimddana yang
lebih berat daripada zina. Meskipun demikian, dakonteks ini
para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakaumdgan
sejenis harus dihukum sesuai dengan zina, ada yamgatakan
bahwa hubungan sejenis masuk dalarmir. Meskipun demikian,
hukum pidana Islam tetap mengakui hubungan sejseimgai
pelanggaran yang perlu mendapatkan sanksi. Inéalg kemudian
menurut penulis, RKUHP 2012 lagi-lagi harus dik@lpng secara
menyeluruh supaya pada akhirnya produk hukum yaingsitkan

benar-benar menjunjung tinggi keadilan.



